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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
xi
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ؘا fatḥah a a
 ؚا kasrah i i
 ؙا ḍammah u u
xii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ؙٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,






 ؘى ... |  ؘا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas





 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
xiii
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَر ؙاﻷ ْط ِلﺎَﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا ُﺔَﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿّﺠَﻧ : najjainā
 ّﻖَﺤَﻟا : al-ḥaqq
 َﻢﱡﻌﻧ: nu“ima
 ُّوﺪَﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
xiv
Contoh:
 ّﻰِﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤّﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟّﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴْﻠََﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
xv
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ْﻲِﻓ ْﻢُھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
xvi
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
xvii
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
xviii
ABSTRAK
Nama : Mawar Adri Ani
NIM : 103 001 131 67
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris di
Pengadilan Agama Polewali Mandar
(No.308/Ptd.P/2016.PA.Plw)
Studi ini mengkaji tentang Penetapan Ahli Waris di Polewali Mandar
Kabupaten  Polewali Mandar. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana
pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No.308/Ptd.P/2016.PA.Plw,
sejauhmana putusan perkara No.308/Ptd.P/2016.PA.Plw mencapai asas keadilan
dan bagaimana ijtihad hakim dalam memutuskan perkara
No.308/Ptd.P/2016.PA.Plw.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field
research) dengan pendekatan yuridis, syar’I dan sosiologi. Sumber data diperoleh
dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan
dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dekomentasi, observasi
dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan dari permasalahan.
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Polewali Mandar.
Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah : 1) Dalam penetapan ahli
waris hakim memutuskan perkara dengan penetapan berdasarkan pada Al-Qur’an
pada Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12. Dengan melihat pertimbangan hakim.
2) Dilihat pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan
perempuan ini tetap adil karena secara umum, laki-laki membutuhkan lebih
banyak materi dibandingkan perempuan, hal ini karena laki-laki baik itu seorang
bapak atau saudara laki-laki memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri
dan keluarganya termasuk perempuan, 3) ijtihad hakim dalam menetapkan ahli
waris dengan usaha  seorang hakim untuk menetapkan hukum pada pihak-pihak
yang berperkara jika undang-undang tidak mencantumkan namun kurang jelas.
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Jika ingin melakukan pembagian
warisan ada baiknya sebelum memasuki pengadilan pihak perkara melakukan
musyawarah keluarga sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat
merusak hubungan silatuhrahmi, 2). Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
hukum kewarisa diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar
meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan
ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan
datang dapat lebih meningkat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri berbagai suku bangsa,
budaya, ras, agama dan bahasa, dari keanekaragaman tersebut yang dapat
menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan adanya
hukum yang mengatur segala yang di lakukan manusia baik secara vertical
maupun horizontal. Dari realita sosial maupun budaya serta dengan sejarah Islam
yang sangat dominan dan perkembangan hukum dalam masyarakat itu sendiri
sehingga menciptakan keamanan dan keadilan.
Salah satu hukum yang diterapkan  di Indonesia yaitu hukum Islam,
hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat yang
bersumber dari al-Qur’an dan al-hadis, dalam kehidupan masyarakat hukum Islam
sangat berpengaruh terutama mengenai kewarisan.
Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas
dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan masalah kewarisan
cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awalnya pertumbuhannya
telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada
masyarakat jahiliyah. 1
Demikian halnya dalam hukum kewarisan, sebelum kedatangan Islam
kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari
1Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas (Cet.I ; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), h. 17.
2peninggalan pewaris (orang tua maupun kerabatnya). Perempuan tidak
mempunyai hak kepemilikan dan sering kali mereka tidak mempunyai apapun.
Pada dasarnya, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang
peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta
akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasanya hanya hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dalam lapangan hukum kenyataan/ harta benda saja dapat diwariskan.
Walau terdapat beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk
menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya
dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hal itu adalah dalam
lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli
waris. Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Pasal
171 huruf a.2
Sering kali di antara penyabab perpecahan keluarga adalah masalah harta
waris. Dari banyak kasus yang terjadi, umumnya berhulu dari kurang pahamnya
para anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam.
Berkaitan dengan hal yang disebut terakhir ini, seseorang  yang kebetulan
mendapat harta lebih dianjurkan bahwa di suatu kali diwajibkan untuk
memberikan sebagian kepada saudaranya yang sedang membutuhkan. Disamping
itu, dianjurkan pula untuk hadiah menghadiahi di antara anggota masyarakat
meskipun masing- masing pada dasarnya sedang tidak membutuhkannya. Adanya
anjuran untuk hadiah menghadiahi, seperti dijelaskan dalam sebuah hadist, karena
2Mustari Abdillah, Hukum Waris :Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang
Hukum Perdata Barat (Burgelijk Wetboek) (Cet. I; Makassar : Alauddin University Press, 2014),
h. 4.
3dengan itu akan timbul rasa saling menghormati dan saling menyayangi. Dengan
adanya kewajiban dan anjuran seperti demikian, fungsi harta dapat dijalankan
sebagai alat untuk mewujutkan atau mengukuhkan silatuhrahmi antara anggota
masyarakat.
Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa di sebabkan harta telah
diantisipasi dengan adanya aturan-aturan tetap dibidan harta, seperti dapat dilihat
dalam aturan jual beli, utang piutang, aturan hibah, wakaf, wasiat, mawaris dan
sebagianya. Silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait
tidak konsisten dengan rambu-rambulah di tentu yang ditetapkan. Namun,
bilamana silang sengketa tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau
retaknya hubungan persaudaraan, Islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang
bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia untuk berdamai.
Adanya anjuran untuk berdamai adalah agar sengketa harta tidak berujung pada
jauhnya jarak hubungan persaudaraan. Untuk mewujudkan perdamaian itu
masing-masing pihak perlu menampakkan kesediannya untuk mengalah yang
pada hakikatnya untuk menang lawan nafsu serakah.
Di antara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa adalah
masalah harta warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang
sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum
Islam, pembagian harta warisan telah diatur dalam ilmu faraid.
Ilmu tersebut telah diatur secara rapi siapa saja yang berhak menerima
harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan yang mengenai siapa saja yang
mendapatkan harta warisan di antar kaum kerabat dekat pada prinsipnyaa antara
4lain didasarkan atas adanya sikap  di antara kerabat itu untuk hidup serugi dan
selaba, senasib dan sepenggungan. Seseorang, jika senang menerima harta
warisan, karena ia rela membatu si mati dimasa hidupnya atau mau membantu
keluarga yang ditinggalkanya. Dengan demikian, berarti selain antara ahli waris
dapat saling mewarisi, juga saling memperhatikan nasib temannya. Begitulah
antara lain landasan filosofi hukum mawaris. Oleh karena itu, sikap mengintai
kematian anggota kerabat untuk dapat mewarisi hartanya, tidak sejalan dengan
ajaran Islam tersebut di atas. Namun hal seperti itu sangat mungkin terjadi dalam
masyarakat yang masih rendah pengetahuan dan kesadaran hukumnya. Seorang
anggota ahli waris bisa jadi hanya berambisi untuk mengerut keuntungan dari
kematian saudaranya, tanpa mau tahu penderitaan saudaranya itu di masa
hidupnya atau nasib keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan kadang-kadang ada
yang bernada memperebutkan harta peninggalan seseorang. Akibatnya, pergaulan
yang dulunya erat sekarang menjadi renggang bahkan ada yang putus sama sekali.
Gambaran tersebut dikemukakan sama sekali tidak bermaksud menuduh
pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara yang akan di bahas dalam tulisan ini
sebagai sengketa yang bermotif rakus harta. Dapat di pastikan tidak semua kasus
sengketa harta yang bermotif seperti demikian. Sengketa harta bisa di sebabkan
berbagai motivasi. Di antaranya ada yang disebabkan kepalsuan dari suatu pihak
tidak menyadari kepalsuan yang ada pada dirinya dan ada pula yang sengaja
menyulap kepalsuan menjadi seolah-olah kebenaran sekadar untuk mengeruk
keuntungan dari pihak lain secara tidak sah. Namun di samping itu tidak jarang
pula terjadi sengketa disebabkan semata-mata ketidaktahuan masing-masing pihak
5tentang permasalahan sehingga mengakibatkan persepsi yang berbeda tentang
sesuatu yang disengketaka. Hal seperti itu mungkin terjadi terutama dalam
masalah-masalah baru yang belum banyak dikenal dalam masyarakat. Dalam
masalah seperti ini, bukan saja masyarakat umum yang mungkin berbeda dalam
memandangnya sehingga mungkin menimbulkan sengketa, tetapi di kalangan
penegak hukum sendiri bisa terjadi dalam menilainya sehingga menyebabkan
kesimpulan hukum yang berbeda pula. Hal seperti inilah menurut hemat penulis
yang terjadi dalam sengketa harta yang akan dibahas dalam tulisan tingkat ini.
Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan
sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang
di tinggal mati pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak
jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk
mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta
peninggalanya pewaris sendiri. Kenyataanya demikian telah ada dalam sejarah
umat manusia, hingga sekarang. Terjadi kasus-kasus gugat waris di Pengadilan,
baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena ini.
Turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur pembagian warisan yang
penunjukannya bersifat pasti (qath’iy al-dalalah) adalah merupakan refleksi
sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping
sebagai rekayasa social ( social engineering) terhadap system hukum yang berlaku
pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu. Sehingga di atur dalam Q.S An-Nisa/4
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6Surah An-Nisa 7
                 
              
Terjemahnya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang Telah ditetapkan.3
Dalam undang-undang pasal 830 menyebutkan,”Pewarisan hanya
berlangsung karena kematian”.
Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat
ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan
khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang
perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan sianak
menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.
Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berkah
mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan
ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang
harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”.
3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet I, Jakarta : PT Tiga
Serangkai Pusaka Mandiri, 2013), h. 78.
7Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan,
yaitu secara ab intestate (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.
Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan
adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri
yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam
empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama,
kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan
dijelaskan lebih lanjut
Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat=testamen)
dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli
warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.4
Terkait cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu
perkara seperti yang sudah penulis ulas diatas, hal ini dapat dilihat dalam
penetapan ahli waris  sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama
Polewali Mandar Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl. Terkait dengan penetapan ahli
waris.
Bahwa H. Abd. Jalil  bin Tapai meninggal dunia dan telah meninggalkan
seorang istri dan saudara kandung perempuan dan beberapa keponakan.
Keponakan dari H.Abd. Jalil ini memohon kepada majelis Hakim Pengadilan
Polewali Mandar untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H.Abd.Jalil (pewaris)
karena pewaris tidak mempunyai seorang anak dari istrinya. Maksud dari
4Effendi Perangin, Hukum Waris (Ed. VI, Cet. IX; Jakarta: PT.RajaGranfindo Persada,
2010), h. 4.
8permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk membalik
nama sertifikat hak milik tanah pewaris.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Untuk mempermudah memahami arti dan makna yang terkandung
dalam skripsi ini maka penulis menganggap harus memberi definisi dari judul
tersebut yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris di
Pengadilan Agaman Polewali Mandar ( No. 308/Pdt.P/2016/PA.Plw)  agar tidak
terjadi kesimpangsiuran dalam memaknainya.
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1 Ahli waris a. Mereka yang berhak untuk menguasai
atau menerima harta peninggalan pewaris
dikarenakan adanya ikatan kekerabatan
(nasab) atau ikatan pernikahan, atau
lainnya.5 Ahli waris adalah orang yang
pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama
5Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Buku Daras Fikih II ( Makassar : Alauddin
Press, 2010),  h. 181.
9Islam dan tidak terhalang karena hukum
untuk menjadi ahli waris.6 Ahli waris
yakni yang menerima warisan, pastilah
mereka yang mempunyai hubungan
dengan pewaris, yakni yang wafat
meninggalkan harta.7 Ahli waris adalah
orang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan pewaris
beragama Islam dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi ahli waris.8
2 Persepektif Hukum
Islam
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian
perspektif adalah pandangan, pendapat (sesudah
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)9.
Sedangkan Hukum islam adalah aturan-aturan yang
bersumber dari ajaran islam yang biasa di
sepedankan dengan istilah “syariat” dan “fikih”.
10Namun dalam hal ini, penulis memakai makna dari
6 Otje Salmandan Mustofa Haffas, Kompilasi Hukum Islam (Bandung : PT. Refika
Aditama, 2002), h. 24.
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h.347.
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris , (Cet I; Bandung : Pustaka Setia, 2009),  h. 90.
9 Departemen Islam (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002),Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa ( Ed.4; Jakarta : PT. Gramedia Utama,2012), h. 1470.
10Asni, Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : Kementrian Agama Republik
Indonesia, 2012), h. 38.
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perspektif adalah sudut pandang hukum islam yang
di bangun berdasarkan Nash (Al-qur’an dan sunnah)
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan pokok yang menjadi
kajian utama dalam peneliti ini yaitu bagaimana tinjaun yuridis terhadap
penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar (No
308/Pdt.P/2016/PA.Plw). Sehingga dapat merumuskan beberapa pokok masalah
sebagi berikut :
1. Bagaimana putusan hakim terhadap putusan perkara
308/Pdt.P/2016/PA.Pwl
2. Sejauhmana putusan perkara 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl mencapai azas
keadilan
3. Bagaimana ijtihad hakim dalam memutuskan perkara
308/Pdt.P/2016/PA.Pwl.
D. Kajian  Pustaka
Dalam penulisan skipsi ini penulis menggunakan pedoman buku Prof.
Dr.  Abdul Ghofur Anshori S.H., M.H. Dengan judul buku Hukum Kewarisan
Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas di terbitkan oleh Gadjah Mada
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University Press  di tahun 2012 dengan pokok pikiran Tinjauan umum tentang
sumber-sumber, urgensi dan fungsi, serta asas-asas hukum kewarisan islam.
Merumuskan isi besar buku ini yakni di harapkan buku ini terdapat dua
pandangan pokok, pertama, Kelompok yang berpendapatan Hukum Islam tidak
bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.
Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat
beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam
hukum Islam mengenal prinsip maslahah (human good), fleksibilitas hukum dan
ijtihad.11
Dalam buku Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori S.H., M.H. Dengan judul
buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Yang berpendapatan Hukum Islam
tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial itu tidak sesuai dengan isi skripsi
penulis, dikarenakan  dalam hukum Islam  masih diterapkan dan masih
beradaptasi dalam masyarakat, contoh :  hukum kewarisan dan hukum kekeluarga
Yang kedua buku karangan Sajuti Thalib, S.H dengan judul Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia yang diterbitkan Sinar Grafika  pada tahun 1995.
Dengan dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah
dituang dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul. Kemudian diterapkan pada
masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan bukan patrilineal tetapi adalah
masyrakat bilateral ( dengan di sana sini terdapat pada ayat-ayat al-Qur’an dan
sunnah Rasul itu, bahkan menggunakannya sebagai dalil untuk maksud tersebut
sesuai dengan keyakinan penulis atas maksud ayat-ayat itu).
11 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas (Cet.I ; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012)
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Meskipun dalam buku ini merumuskan tentang kewarisan Islam yang
berkenaan dengan al-Qur’an dan sunnah Rasul yang telah dituangkan dalam
kehidupan masyarakat terutama masyarakat Indonesia, tetapi dalam masyarakat
Indonesia itu sendiri masih kurang menyadari.
Yang ketiga buku karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin dengan judul
buku  Hukum Kewarisan Islam yang di terbitkan Kencana Prenada Media Group
pada tahun 2008 dengan pokok-pokok pikiran persoalaan yang berkenaan dengan
sumber dan asas kewarisan Islam, hukum kewarisan dalam wacana, dan hukum
kewarisan sebagai ajaran.
Merumuskan isi besar buku yakni penulis mencoba mengetengahkan
materi yang menekankan studi tentang karakteristik dari hukum kewarisan dalam
Islam yang tergambar dari dasar hukum kewarisan dan sumber hukum kewarisan
itu, serta sebagai prinsip dasar dari kewarisan islam tersebut.
Meskipun telah diatur dalam dasar hukum kewarisan dan sumber
kewarisan tetapi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam anggota keluarga
masih kurang menyadari ada dasar hukum kewarisan sehingga masih
menyebabkan perselihan antara anggota keluarga  dikarenakan warisan itu sendiri.
Yang keempat buku karangan Dr. Mardani dengan judul buku Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta pada tahun 2015 dengan pokok-pokok pikiran persoalan yang berkenaan
dengan asas-asas hukum kewarisan, sumber hukum kewarisan Islam, rukun waris,
sebab-sebab mewarisi, syarat-syarat mendapat warisan dan sebab-sebab Terhalang
mendapat warisan.
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Sistematika penulisan skripsi ini agak hampir sama dengan sistematika
penulisan buku-buku tentang Hukum Kewarisan Islam Lainnya, selain hanya
menyangkut persoalan kewarisan juga membahas tentang dasar hukum kewarisan,
syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab mewarisi, rukun waris dan sebab-sebab
terhalangnya warisan tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami lebih luas
tentang kewarisan Islam, khususnya dalam bagi anggota keluarga agar tidak
terjadi perselisihan lagi dalam perkara kewarisan terutama dalam penetapan ahli
waris.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan  rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang
menjadi tujuan penelitian  yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar
dalam menetepkan Ahli waris
b. Untuk mengetahui hakim dalam menetapkan ahli waris sudah
memenuhi azas keadilan.
c. Untuk mengetahui ijtihad hakim dalam menetapkan ahli waris di
Pengadilan Agama Polewali Mandar
2. Kegunaan penelitian
a. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hak Ahli Waris
b. Untuk memperkaya kajian-kajian tentang penetapan Ahli Waris
khususnya bagi penulis dan terutama bagi pembaca
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c. Untuk mengembangkan pengetahuan khususnya dalam perkara-
perkara yang mengenai hak Ahli Waris dalam pembagian warisan agar




A. Pengertian Hukum Kewarisan
Hukum kewarisan Islam atau yang lazim di sebut farāid dalam literature
hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan berapa masing-masing
ahli waris tersebut.
Berdasarkan pengartian tersebut dapat dipahami bahwa mengenai warisan
ada empat hal yang penting diketahui yakni: mengenai harta, pemindahan hak
pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan
menentukan pula berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang berhak
menerima.1
Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang
telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga
dengan fara’idh, yang  artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam
kepada semua yang berhak menerimanya.
Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadis Nabi saw, yaitu :
1 Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan) (Cet I;
Makassar: Alauddin Press, 2017), h. 62.
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 ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ٍمِزﺎَﺣ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ٍِﺖﺑَﺎﺛ ِﻦْﺑ ِّيِﺪَﻋ ْﻦَﻋ ُﺔَﺒْﻌُﺷ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ِﺪﯿِﻟَﻮْﻟا ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ
 ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ  َﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَﺮُھ ًﻻﺎَﻣ َكََﺮﺗ ْﻦَﻣ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ
ﻼَﻛ َكََﺮﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫَِﺘﺛَرَﻮِﻠَﻓَﺎﻨْﯿَِﻟَﺈﻓ
Artinya ;
(BUKHARI - 2223) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah
menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari Abu Hazim dari
Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli
warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi
tangungan kami".2
Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda
dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap
sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha,
dikatakan sebagai tirkah, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang
aeniyah atau syahshiyah. Utang-piutang aeniyah adalah utang-piutang yang ada
hubungannya dengan harta yang digadaikan. Adapun yang dimaksud dengan utang-
piutang syahshiyah adalah utang-piutang yang berkaita dengan kreditur, seperti
qiradh, mahar dal lain-lain
Warisan menurut hukum waris nasional. Wirjono prodjodikoro dalam
bukunya, hukum warisan di Indonesia mengatakan bahwa warisan adalah  suatu
2 Muhammad bin Ismaīl al-Bukhārī, S̠ahīh al-Bukhārī, Juz VIII (Cet. I; t.t., Dār T}uuq al-
Najā, 1422 H), h. 150.
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cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang
melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.
Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah bebagai hak dan kewajiban tentang
kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain
yang masih hidup.3
Dengan demikian, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu :
1. seorang peninggal warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan
kekayaan
2. seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam), yang berhak
menerima kekeyaan yang ditinggal itu.
3. Harta kekayaan atau warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang
ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.4
Unsur pertama mempersoalkan , bagaimana dan sampai di mana hubungan
seorang peninggal warisan dengan kekayaannya. dipengaruhi oleh sifat lingkungan
kekeluargaan si peninggal warisan. Unsur kedua mempersoalkan, bagaimana dan
sampai dimana ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar
kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga
menimbulkan persoalan, bagaimna dan sampai di mana wujud kekayaan yang
3 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), h. 12.
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia , h. 14.
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beralih itu, di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, pada saat si peninggal
warisan dan si ahli waris berada bersama-sama.
Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan
yang di anut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional ,
ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:
1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang
setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada system patrilineal,
matrilineal, atau parental
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah,
ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum waris dari
agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari
Burgerlijk wetbook (Buku II title 12/18, pasal 830-1130)
Dengan demikian , di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu
hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk wetbook (BW).
Di Indonesia, system kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan
adalah parental atau ouderrevhtelijk. System ini akan  menyatukan hukum waris
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daeri hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara
kaum laki-laki  dan kaum perempuan.5
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam
Dalam syariat  menguraikan prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam
haruslah didasarkan kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis. Untuk
itu berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat dalam al-Qur’an dan hadis yang
merupakan sendi utama dalam pengaturan warisan dalam Islam.
1. Al-Qur’an
Adapun ayat-ayat yang berisi ketentuan hukum waris dalam Islam itu, antara
lain :
a. QS. An-Nisa /4: 11
…                     
                   
                  
                    
 
Terjemahnya :
5 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris (Cet I; Bandung : Pustaka Setia, 2009),  h,16-17.
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“Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.6
Dari ayat tersebut merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberikan
kepada setiap pemilik, hak-hak sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat
laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat
yang akan di atur oleh Allah Tuhan Yang Maha Tinggi itu. Ayat ini merinci
ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa : Allah mewasiatkan kamu,
yakni  mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu , yang
perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak.7
b. QS. An-Nisa /4: 12
                
               
                 
                
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet I, Jakarta : PT Tiga Serangkai
Pusaka Mandiri, 2013), h. 78
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan  dan  Keserasian Al-Qur’an vol.II
(Jakarta : Lentera Hati, 2000), h. 343.
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                 
                
  
Terjemahnya  :
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai
anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Penyantun.8
2. Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan
terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang yang di mulai dari Pasal
171. Menurut KHI. Istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah
sebagai berikut :
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet I, Jakarta : PT Tiga Serangkai
Pusaka Mandiri ), h. 79
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a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan yang
berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meniggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah  harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran utang, dan
pemberian untuk kerabat.
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
atau lembaga yang akan berlaku setalah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya
dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan.
i. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.
Pasal 172 KHI
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu
Identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksia, sedangkan bagi bayi
yang baru lahir atau anak myang belum dewasa, beragama menurut ayahnya
atau lingkungannya.
Pasal 173 KHI
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris.
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b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Pasal 174 KHI
(1) Kelompok –kelompok ahli waris terdiri dari :
a. Menurut hubungan darah :
- Golongan laki-laki terdiri dan ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, dan
nenek.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Pasal 175 KHI
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
selesai.
b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan
termasuk kewajiban maupun menagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
C. Unsur, Syarat, Sebab Mewarisi, dan Penghalang Menerima Warisan
1. Unsur  dan syarat Mewarisi
a. Unsur  kewarisan
Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan  dalam waris-mewarisi, tiap-tiap
unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab
fiqḥ dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap rukun.
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Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi  unsur waris-
mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.
1. Harta peninggalan (mauruts).
2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (muwāritṡ).
3. Ahli waris (wāritṡ).9
a. Harta peninggalan (maurutṡ)
Harga peninggalan (mauruts) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si
mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk
biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksnakan wasiat. Harta peninggalan
dalam kitab fiqḥ biasa disebut tirkah , yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur Fuqaḥ’ berpendapat
bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda
maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi poleh ahli waris setelah ia meninggl
dunia. Jadi, disampng harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun
bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik
hasil dari sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh si mayit, barang-
barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup nyang harganya sudah
dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barang yang dijadikan mas kawin untuk
istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.
9 Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Ed. I ( Cet I; Jakarta : Sinar
Grafika, 2009), h. 56.
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b. Pewaris
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta
kekayaan. Kalau dihubungkan dengan asas ijbari (asas berlaku dengan sendirinya),
maka proses pelaksanaan harta kekayaan menjadi warisan tidak seorangpun dan
suatu lembagapun yang dapat manangguhkan. Pememtuam ahli waris dan bagian
masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan.
Kemerdekaan pewaris hanya terletak pada pengurangan harta peninggalan paling
banyak sepertiga harta warisan melalui wasiat.
Pewaris selain sebagai salah satu unsur kewarisan juga menjadi salah satu
syarat terjadinya saling Mewaris sekaligus menjadi penyebab adanya ahli waris.
Pewaris dengan sendirinya mengandung makna bahwa seorang itu telah meninggal
dunia sebab dalam Islam berlakunya kewarisan kalau seseorang telah mati.10
c. Ahli waris
Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan yang
ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ahi waris
penerima harta warisan setelah harta kekayaan orang yang meninggal diseleksi
terlebih dahulu.
10Abdul Ghofur Anshori, Hukum  Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas (Cet.I ; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), h. 215.
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Ahli waris menjadi salah satu syarat terjadinya kewarisan. Kalau ada
pewaris yang menjadi syarat adalah kematian seseorang maka pada ahli waris
sebaliknya yaitu harus benar-benar hidup di saat kematian pewaris. Selain itu
seseorang dapat menjadi ahli waris kalau tidak ada faktor-faktor penghalang untuk
mewarisi.11
b. Syarat-syarat kewarisan
Syarat –Syarat kewarisan ada tiga yaitu :
1. Meninggalkan seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum
(misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya
pewaris baik secra hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan
diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang
diterapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaanya.
Sebagai contoh, orang hilang yang keadaanya tidak diketahui lagi secara pasti,
sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang teah meninggal.
Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagimana pun
keadaanya,manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan
seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa
pun, kecuali setelah meninggal. Matinya muwāritṡ (pewaris) mutlak harus dipenuhi.
Seseorang disebut muwāritṡ jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika
11 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas, h. 217.
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seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, itu
bukan waris.
Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu
a. Mati ḥqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra.
b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), baik orangnya masih hidup ,aupun
sudah mati.
c. Mati taqdiry (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada
dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal
dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli
waris  yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati
tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya warits (ahli waris) mutlak harus
dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika
pewaris meninggal dunia. Masalh yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini
antara lain mafqud, anak  dalam kandungan, dan mati berbarengan.
Otje salman dan Musthafa Haffas dala bukunya Beni Ahmad Saebani
mengatakan bahwa masalah mafqud terjadi dalam hal keberadaan seorang waris
tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwāritṡ
meninggal dunia. Dalam hal terjadi kasus seperti ini, pembagian waris dilakukan
dengan cara memandang si mafqud tersebut masih hidup. Jika dalam tenggang
waktu yang patut ternyata si mafqud tersebut tidak datang sehingga dia diduga telah
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mati, bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan
perbandingan masing-masing.12
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-
masing. Dalam hal ini, posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya
suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti
jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris sebab, dalam
hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang
diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara
sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung,
saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum
bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furūd, ada yang
karena ‘aṣabah, ada yang terhalang hinggga tida mendapatkan wrisan (mahjub),
serta ada yang tidak terhalang.13
4. Sebab Terjadinya Kewarisan
Yang dimaksud kewarisan  adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, memutuskan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.14
12 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris (Cet I; Bandung : Pustaka Setia, 2009),  h. 129-
130.
13 Ash-Shabuni, Umu Basalamah, Kylic Production, 2006 ; dikutip dalam  Beni Ahmad
Saebani, Fiqih Mawaris (Cet I; Bandung : Pustaka Setia, 2009),  h. 132.
14 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia (Cet, I; Jakarta : Akademika
Presindo 1995),  h. 155.
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Adapun hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya seseorang dapat mewarisi
menurut fiqh klasik, terbagi atas dua yaitu:
a. Hubungan kekerabatan
Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang
disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu
membutuhkan adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis,
laki-laki dan petrempuan. Perempuan sebagai orang yang melahirkan
melalui proses pembuahan oleh laki-laki. Karena itu seorang anak pada
intinya memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak ibu yang melahirkan.
Tetapi hubungan kekerabatan ini meluas karena bapak dan ibu yang
melahirkan (anak) dilahirkan oleh bapak-ibunya (kakek nenek anak) dan
bapak ibu itu mempunyai saudara, demikian juga dengan anak itu sendiri
dilahirakan dengan mempunyai saudara-saudara yang lain serta keturunan
saudara-saudaranya, maka otrang yang meninggal itu mempunyai hubungan
kekerabatan dengan mereka atau dinamakan dengan kerabat hawasyi.
Hawasyi adalah keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal
mempunyai hubungan garis menyamping.
b. Hubungan perkawinan
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syarat
Islam, perkawianan dikatakan sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi
sesuai syariat Islam, sebagimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang-
undnag  Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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perkawinan yang dimaksud bahwa; perkawinan yang dapat dinyatakan sah,
apabila perkawinan itu dilakukan menurut huku masing-masing agamanya
dan kepercayaannya yang kedua mempelai anut. Perkawinan merupakan
akad yang sah sesuai syariat, walaupun hubungan intim (khulwah) belum
dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras. Apabila
salah seorang di antara suami dan istri ada meninggal dunia yang
perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau talak raj’i yang masih dalam
keadaan masa iddah, aka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam surah An-Nisa/ 4.
c. Al-wala
Al-wala yaitu kekrabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak
yang disebut juga wala’ul ‘itqi atau wala’uṇi’mati maksudnya adalah
kekrabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekan atau
membebaskan budak. Penyebabnya adalah kenikmatan pemilik budak yang
dihadiahkan kepada budaknya dengan membebaskan budak melalui
pencabutan hak mewalikan dan hak mengurusi harta bendanya, baik secra
sempurna maupun tidak maaksudnya adalah masa sebelumseorang budak
dibebaskan, namun setelah tuan membebaskan budaknya, maka budak itu
telah berubah status dari orang yang semula tidak cakap menjadi cakap
dalam bertindak secara sempurna.15 Perbudakan adalah suatu pelanggaran
15 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum
Islam dan Implementasi pada Pengadilan Agama (Jakarta : Prenadamedia Group 2015), h. 66
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hak-hak asasi manusia. Dimana dalam Islam dianjurkan agar menghapus
perbudakan.
d. Hubungan keislaman
Hubungan keislaman adalah hubungan keagamaan yakni sama-sama
menganut agama Islam, menyebabkan terjadinya  saling mewarisi,
sebagaimana pendapat golongan asy-Syafi’iyah dan Malikiyah bahwa
apabila seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka
yang menjadi ahli warisnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Oleh
sebab itu, kepada sesama penganut agama Islam dapat saling mewarisi jika
yang meninggal itu tidak ada ahli warisnya, juga dapat diwariskan untuk
kepentingan umat Islam.
5. Hal-hal yang Menghalangi Kewarisan
Adapun hal-hal yang dapat menghalangi saling mewarisi terdapat dua garis
besarnya, yaitu pengaruh sesuatu sifat dan pengaruh orang kerabat, yang
penjelasannya akan dipaparkan sebagai berikut ini:
a. Pengaruh Sifat
Halangan mewarisi karena pengaruh sifat adalah seseorang ahli waris yang
sebenarnya berhak menerima harta warisan dari pewaris, namun karena pada dirinya
terdapat salah satu sifat atau keadaan tertentu menyebabkan dia tidak bisa menerima
warisan (adanya dianggap tidak ada).
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Seseorang ahli waris yang terhalang menerima warisan karena pengaruh sifat
tersebut, disebut mamnu’ yang terdiri atas tiga sifat yaitu:
1. Budak
Dalam bahasa arab ,budak bisa disebut ‘abd atau raqiiq. Kata bendanya
adalah ‘ubūdiyyah dan riqq.
Secara terminologi atau istilah, kebudakan pada diri seseorang dapat
didefinisikan sebagai berikut : titik lemah pada diri seseorang dalam
memberlakukan hukum yang penyebabnya adalah kekafiran terhadap Allah,
seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi
sekalipun dari saudaranya, demikian juga sebaliknya. Sebab segala sesuatu yang
dimiliki budak, secara langsung menjadi memiliki tuannya , karena  hak pihak yang
mewarisi  diisyaratkan dalam Al-Qur’an di antaranya dengan ungkapan. “Dan bagi
kalian, separuh dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian….’
Kalimat ‘bagi kalian’ menunjukkan bahwa harta yang di wariskan atau
diwarisi  adalah milik mereka. Sementara, budak tidaklah memiliki harta bendanya
sendiri.
Budak yang dimaksud di sini, bisa sebagai budak qinnun atau budk mutlaq.
Bisa juga sebgai budak mudabbar (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya
meninggal), atau budak mukātab (budak yang telah menjalankan perjanjian
pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang sepakati kedua belah pihak,
yakni bahwa si budak harus mengangsurpembayaran dengan bekerja di luar, dan
sejenisnya).
33
Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak
untuk diwarisi dibebaskan mereka tidak mempunyai hak milik. Namun ada jenis
budak yang disebut dengan budak setengah merdeka. Yakni sebagian dari dirinya
budak, da sebagian dari merdeka. Status mereka masih kontroversial. Ada beberapa
pendapat, tapi yang paling mendekati kebenaran,insya Allah,yaitu bahwa hartanya
boleh diwarisi, sesuai dengan persentase kemerdekaan pada dirinya.16
2. Pembunuhan
Islam secara tegas melarang pembunuhan, khusunya sesame muslim, karena
pembunuhan termasuk salah satu kejahatan (dosa besar) dan mendapat hukuman
didunia. Sanksi hukuman ialah qishosh yaitu mengambil pembalasan yang sama
sesuai yang dilakaukan pembunuh dalam proses pembunuhan, kecuali jika
pembunuh mendapatkan pemaafan dari ahli waris terbunuh dengan membayar diat
ganti rugi). Pembunuhan dikatakn sebagi satu bentuk kejahatan karena dalam islam
dikenal bebrapa kejahatan yang termasuk dalam kategori dosa besar.
Adapun jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan diantara
fuqaha sendiri terjadi perbedaan pendapat. Karena itu, sebagai penjelasan awal
maka diperlukan penjelasan tentang jenis-jenis pembunuhan. Jenis-jenis
pembunuhan dapat dibagi menjadi lima yaitu (1)  pembunuhan secara hak dan tidak
melawan hukum, (2) pembunuhan dengan sengaja dan terencana (tanpa adanya
hak), (3) pembunuhan khilaf (tersalah), (4) mirip disengaja(seperti disengaja), dan
(5) pembunuhan yang dianggap khilaf (dianggap seperti tersalah).
16 Abu Umar Basyir, Warisan (Solo : Rumah m Dzikir), h. 63.
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3. Beda Agama
Berbeda agama di sini ialah perbedaan agama anatara pewaris dengan ahli
waris, satu pihak beragama islam sedangkan yang lain  beragama bukan Islam.
Dasar hukum seperti yang disabdakan Rasulullah melalui Usamah Ibnu Zaid yang
diriwayatkan Bukhari Muslim. Bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari
yang bukan muslim dan sebaliknya, seorang bukan muslim tidak mewarisi dari
seorang muslim.
Dimaksud dengan bukan agama Islam ialah agama-agama, kepercayaan dan
aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam. Hal ini menurut
pendapat Jumhur Ulama seperti Hanafiyah, Syafi’iyah dan Imam Abu Daud.
Adapun hadis
 وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ،ٍﻦْﯿَﺴُﺣ ِﻦْﺑ ِّﻲِﻠَﻋ ْﻦَﻋ ،ٍبﺎَﮭِﺷ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ،ٍﺞْﯾَﺮُﺟ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ،ٍﻢِﺻﺎَﻋ ُﻮَﺑأ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ
 ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَُﺳأ ْﻦَﻋ ،َنﺎَﻤْﺜُﻋ ِﻦْﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ :ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُ ﱠ  َﻲِﺿَر ٍﺪْﯾَز
 :َلﺎَﻗ» َﻢِﻠْﺴُﻤﻟا ُﺮِﻓﺎَﻜﻟا َﻻَو َﺮِﻓﺎَﻜﻟا ُﻢِﻠْﺴُﻤﻟا ُثِﺮَﯾ َﻻ«17
Artinya ;
Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab
dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu
'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak
mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."
b. Pengaruh Orang kerabat
Halangan karena pengaruh kerabat orang adalah orang seorang ahli waris
yang sebenarnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya, namun
17Al-Bukha>ri, Muh}ammad bin Ismail bin al-Bukhari al-Ja‘fiy, Shahih al-Bukha>i>, Juz
VIII (Cet. I; t.t., Dār T}uuq al-Najaa, 1422 H), h. 156.
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dikarenakan adanya orang (ahli waris) yang lain mengakibatkan ahli waris tersebut
terhalang untuk memperoleh bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan
terhalang sama sekali untuk memeperoleh bagiannya.
Orang yang menjadi penghalang dinamakan hijab, sedangkan orang yang
menjadi terhalang dinamakan mahjub. Mahjub terbagi dalam dua yaitu :
1. Maḥjub nuqshan , adalah berkurang hak/terhalangnya seseorang ahli waris
untuk menerima bagiannya yang sedikit, karena adanya ahli waris lain yang
tertentu. Contohnya, berkurangnya hak atau bagian seorang suami dari
menjadi karena adanya anak almarhumah (pewaris) dan masih banyak
contoh lainnya.
2. Maḥjub ḥirman, adalah hilangnya hak/ terhalangnya seseorang ahli waris
untuk memperoleh seluruh bagiannya, karena adanya ahli waris yang lebih
dekat dari padanya. Contohnya , hilangnya hak seorang cucu karena adanya
anak laki-laki pewaris. Begitu juga hilangnya hak saudara pewaris karena
adanya anak laki-laki pewaris, dan banyak  lagi contoh yang lain.
D. Ahli Waris dan Macam-macamnya
Ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris.
Tetapi sungguh pun demikian, tidaklah berarti bahwa setiap ahli waris apabila
bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya, pasti semuanya mendapat harta
warisan, akan tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan atau
kekerabatan terdekat. Maksudnya yang dekat menghalangi ahli waris yang jauh dari
pewaris.18
18 Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta  :  PT. Alqushwa, 1987), h.39.
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Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang ahli waris
adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal
dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi ( tidak ada mawani’ al-irts)19
Didalam bab ini akan membahas seluruh ahli waris, dimana ahli  waris ada
dua macam yaitu ; pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan
kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris
sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu
sebab pernikahan dan memerdekakan budak.
1. Golongan Ahli Waris menurut Hukum Islam
Terdapat tiga kelompok besar ahli waris, berikut ini adalah penjelasannya :
a. Kelompok Dzawi Alfurudh
Yaitu kelompok ahli waris yang pertama kali diberi bagian harta
warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-
Qur’an, As-sunnah dan Ijma’ yang secara tetap yaitu ; ; ; ; ; dan .
1. Furudh ahli waris yang menerima furudh ini adalah;
- Anak perempuan apabila dia seorang diri saja;
- Saudara perempuan bila (kandung atau seayah ) ia hanya seorang
saja;
- Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
19 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ed. 1 (Cet. II; Jakarta : Rajawali Pres,
2015), h.35.
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2. Furudh ahli waris yang menerima furudh ini adalah;
- Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak
- Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak
3. Furudh ahli waris yang menerima furudh ini adalah;
- Istri, bila pewaris meninggalkan anak
4. Furudh ahli waris yang menerima furudh ini adalah;
- Ayah, bila pewaris anak
- Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak
- Ibu, bila pewaris meninggalkan anak
- Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
- Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak
- Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan
5. Furudh ahli waris yang menerima furudh ini adalah;
- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak
meninggalkan anak atau saudara
- Saudara seibu lai-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari
seorang
6. Furudh ahli waris yang menerima furudh ini adalah;
- Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang




Menurut bahasa, kata ‘aṣabah adalah bentuk jama’ dari kata ‘āshib, seperti
kata thalabah adalah bentuk jama’ dari kata thālib , (kata ‘aṣabah) saya berarti
anak-anak laki-laki seorang dan kerabatnya dari ayahnya.
Yaitu kelompok ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah
dibagikan kapada Aṣhab al-furudh. Bahkan, jika ternyata tidak ada aṣabul furudh
serta ahli waris lainnya, ia berkah mengambil seluruh harta peninggalan yang ada.
Begitu juga, jika harta waris yang ada sudah habis dibagikan kepada ashabul
furudh, maka merekapun tidak mendapatkan bagian.
Macam-macam aṣabah adalah sebagai berikut :
a. Aṣabah Sababiyah adalah mereka menjadi ahli waris karena ia telah
memerdekakan pewaris jika status pewaris sebelumnya adalah sebagi
budak dia, kategori ahli waris ini disebut ahli waris Aṣabah Sababiyah
yaitu ahli waris penerima sisa dari harta warisan yang disebabkan
karena telah membebaskan pewaris dari praktek perbudakan. Orang
laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak tidak boleh
menjadi ahli waris, kecuali apabila yang bekas budak itu tidak
meninggalkan orang yang temasuk Aṣabah nasabiyah
b. Aṣabah nasabiyah ialah ahli waris yang menjadi ahli ashabah karena
adanyahubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia
(pewaris).
Aṣabah nasabiyah ini ada tiga kelompok, yaitu ;
1. Aṣabah binafsih, yaitu  orang-orang yang menjadi ‘ashabah
dengan sendirinya : mereka adalah orang-orang laki-laki yang
menjadi ahli waris selain suami dan anak dari pihak ibu . mereka
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berjumlah dua belas yang merupakan kerabat laki-laki, mereka
adalah :
1. Ayah
2. Kakek (dari garis ayah)
3. Anak laki-laki
4. Cucu laki-lak garis laki-laki
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung ayah
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman, saudara laki-laki ayah kandung
10.Paman, saudara laki-laki ayah seayah.
11.Anak laki-laki paman sekandung.
12.Anak laki-laki paman seayah
Dari seluruh ashabah diatas, ada satu ashabah yang paling kuat yaitu anak
laki-laki. Walau banyaknya ashabah furudh yang merupakan ahli waris, maka anak
laki-lakiini pasti mendapatkan bagian warisan, karena ia dapat menghalangi
sejumlah ashabul furudh dan ashabah lainnya untuk mendapatkan bagian warisan.
2. Ashabah bigḥurih, yakni orang-orang yang jadi ashaba disebaban ada
orang lain. Jadi, masing-masing dari mereka itu kalau ada saudara laki-
lakinya menjadi ashabah tidak ada, maka ia tidak bisa menjadi ashabah
melainkan ia tetap dalam kedudukannya sebagai ahli waris dengan bagian
tertentu (Dzawi al-furudh). mereka adalah :
- Anak perempuan, apabila bersama dengan anak laki-laki
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- Cucu perempuan dari anak laki-laki, bersama dengan cucu laki-
laki dari anak laki-laki.
- Saudara perempuan sekandung , apabila bersama dengan saudara
laki-laki sekandung dan
- Saudara perempuan seayah, apabila bersama dengan saudara laki-
laki seayah.
Adapun yang menjadi dasar hukum tentang anak perempuan dan anak laki-
laki dalam kedudukannya sebagai ashabah bighairih, bagian anak laki-laki dua kali
bagian anak perempuan, firman Allah dalam QS An-Nisa/4 : 176
…                 
Terjemahnya:
“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua
orang saudara perempuan.”20
3. Aṣabah ma’al gḥirih, yaitu orang-orang yang jadi ashabah bersama orang
lain: mereka adalah saudara-saudara perempuan apabila bersama anak-anak
perempuan ; berdasarkan hadits :
 َﻞِﺌُﺳ َلَﺎﻗ َﻞﯿِﺒْﺣَﺮُﺷ َﻦْﺑ َﻞْﯾَﺰُھ ُﺖْﻌِﻤَﺳ ٍﺲْﯿَﻗ ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َُﺔﺒْﻌُﺷ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َُمدآ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ
 ُﻒْﺼِّﻨﻟا ِﺖُْﺧْﻸِﻟَو ُﻒْﺼِّﻨﻟا ِﺖْﻨِﺒْﻠِﻟ َلَﺎَﻘﻓ ٍﺖُْﺧأَو ٍﻦْﺑا ِﺔَﻨْﺑاَو ٍﺖْﻨِﺑ ْﻦَﻋ ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻮَﺑأ
 ِﺌَُﺴﻓ ﻲُِﻨﻌِﺑَﺎُﺘﯿََﺴﻓ ٍدُﻮﻌْﺴَﻣ َﻦْﺑا ِْتأَو َلَﺎَﻘﻓ ﻰَﺳﻮُﻣ ِﻲَﺑأ ِلْﻮَِﻘﺑ َِﺮﺒُْﺧأَو ٍدُﻮﻌْﺴَﻣ ُﻦْﺑا َﻞ
 ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰَﻀَﻗ ﺎَﻤِﺑ ﺎَﮭﯿِﻓ ﻲِﻀَْﻗأ َﻦﯾَِﺪﺘْﮭُﻤْﻟا ْﻦِﻣ َﺎَﻧأ ﺎَﻣَو ًاذِإ ُﺖْﻠَﻠَﺿ ْﺪََﻘﻟ
 َ ُﺜﻠﱡﺜﻟا َﺔَﻠِﻤَْﻜﺗ ُُسﺪﱡﺴﻟا ٍﻦْﺑا ِﺔَﻨْﺑِﻻَو ُﻒِّْﺼﻨﻟا َِﺔﻨْﺑْﻼِﻟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ِﺖُْﺧْﻸِﻠَﻓ َﻲَِﻘﺑ ﺎَﻣَو ِﻦْﯿ
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 106.
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 َاﺬَھ َمَاد ﺎَﻣ ﻲِﻧُﻮَﻟﺄَْﺴﺗ َﻻ َلَﺎَﻘﻓ ٍدُﻮﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑا ِلْﻮَِﻘﺑ ُهَﺎﻧَْﺮﺒَْﺧَﺄﻓ ﻰَﺳﻮُﻣ َﺎَﺑأ َﺎﻨَْﯿَﺗَﺄﻓ
 ْﻢُﻜﯿِﻓ ُﺮْﺒَﺤْﻟا.21
Artinya;
Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku mendengar Huzail
bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak
perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan,
maka dia menjawab; 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara
perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya
dia akan sepakat denganku.' Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi
kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; 'kalau begitu aku telah
sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan
memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu
perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari
dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.' Maka kami datang
kepada Abu.
c. Dzawil Arham
Dzawil Arḥm adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk asgab al-
furudh dan ashaba, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari
pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempua, cucu
laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.
2. Golongan Ahli Waris menurut KUHPerdata
Pewaris menurut undang-undang (ab-Inestato) ialah pembagian warisan
kepasa orang-orang yang ditunjuk langsung oleh undang-undang, baik karena
mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris (baik sah maupun diluar
kawin yang diakui ) maupun karena terjadinya perkawinan dengan si pewaris.
21Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad
al-S}ah}i>h} al-Muk\tas}ar min Umu>r Rasu>lullah Sa}lla>llah ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa
Ayya>mih=S}ah}ih} al-Bukha>ri>, Juz VIII (Cet. 1; t.t., Da>r T}awqu al-Najah, 1422 H), h. 151.
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Untuk mempermudah penentuan kapan seorang ahli waris berhak tampil
menerima warisan, maka anggota  keluarga yang sah  dan suami/istri  dalam
KUHperdata, dibagi atas 4 golongan yaitu : ahli waris Golongan Pertama (I), ahli
waris Golongan Kedua (II), Ahli waris Golongan Ketiga (III), dan Ahli waris
golongan Keempat (IV).
Keempat golongan tersebut diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah
dengan si Pewaris , dimana golongan yang lebih dekat  menutup golongan yang
lebih jauh, kecuali telah terjadi pemecahan (kloving) harta (Pasal 853
KUHPerdata), karena dalam pewarisan menurut KUHPerdata salah satu asasnya
adalah asas penderajatan, yang artinya ahli waris yang derajatnya lebih dekat
dengan pewaris menutup ahli waris yang jauh lebih derajatnya (kecuali ada
kloving).
Dengan demikian apabila semua keluarga terdekat ada pada saat terbukanya
warisan, maka yang tampil adalah Ahli waris Golongan Pertama (I), yang berarti
menutup tampilannya Ahli waris Golongan Kedua (II), Ketiga(III), dan Keempat
(IV).
Apabila ahli waris Golongan Pertama tidak ada maka barulah ahli waris
Golongan kedua (II) yang tampil, demikian pula setelah Golongan Kedua (II) tidak
ada, maka Golongan Ketiga (III) yang tampil, bila Golongan ketiga (III) juga tidak
ada barulah Golongan Keempat (IV) yang tampil sebagai ahli waris.
1. Ahli waris Golongan Pertama (I) terdiri atas :
a. Anak-anak sah dan atau keturunannya.
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b. Suami/istri
Hal ini tertera dalam Pasal 832 KUHPerdata :22
Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar
perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama,
Yang dimaksud dengan keluarga yang sedarah dalam Pasal tersebut ialah
anak-anak dan atau keturunannya dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak
membedakan laki-laki atau perempuan dan dnegan tidak membedakan urutan
kelahiran. Mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lencang
keatas dan garis samping, meskipun mungkin di antara anggota-anggota keluarga
yang belakangan ini ada derajatnya yang lebih dekat dengan di meninggal.23
2. Ahli Waris Golongan Kedua (II), terdiri atas :
a. Bapak dan ibu
b. Saudra-saudara
Ketentuan pewaris bapak, ibu dan saudara terdapat dalam Pasal 854-
857,859-860 KUPerdata.
Yang dimaksud dengan bapak dn ibu adalah orang tua kandung dari
pewaris. Orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang Tua
22 Burgerlijk Wetboek, terj. Soedharyo Soimin, Kitab UNdang Undang Hukum Perdata-
terjemahan (Jakarta : Sinar Garafik, 2008), h. 216.
23 Abdillah Mustari, Hukum Waris: Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang
Hukum Perdata Barat (Burgelijk Weboek) ( Cet. I, Makassar : Alauddin University Press, 2014), h.
84.
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diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang
tidak kurang dari seperempat harta peninggalan pewaris.
Yang di maksud dengan saura adalah baik saudara sekandung, saudara
sebapak atau  saudara seibu saja. Ahli waris  golongan kedua (II) ini tampil sebagai
Pewaris apabila sudah tidak ada ahli waris golongan pertama (I).
3. Ahli Waris Golongan Ketiga (III), terdiri atas :
a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari pihak bapak (kakek,
nenek dari bapak ke atas).
b. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu (kakek,
nenek dari ibu ke atas).
Ahli waris garis lurus ke atas dapat dilihat dalam Pasal 853
KUHPerdata:24
Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau
isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya
harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam
garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus
ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang
terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari
bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan
semua hali waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan
derajat yang sama, memperoleh wanisan kepala demi kepala.
Ahli waris golongan ketiga (III) ini tampilan sebagai Pewaris apabila sudah
tidak ada ahli waris golongan kedua (II) dalam Pewarisan garis lurus ke atas, tidak
24 Burgerlijk Wetboek, terj. Soedharyo Soimin, Kitab UNdang Undang Hukum Perdata-
terjemahan, h. 221.
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dikenal penggatinya tempat (Pasal842 KUHPerdata). Oleh karena keluarga yang
lebih dekat menutup keluarga yang penderajatannya lebih jauh dari pewaris.
Dalam Pasal 853 KUPerdata ditentukan teknis pembagian. Harta
peninggalan tersebut dipecah (kloving) menjadi dua (2) bagian yang sama. Separuh
untuk para anggota keluarga pihak bapak (yaitu : kakek, nenek dari bapak ke atas)
dan separuhnya lagi untuk anggota keluarga pihak ibu (kakek, nenek dari ke atas) si
pewaris. Dalam masing-masing kelompok dalam golongan ini lalu, diadakan
pembagian seolah-olah telah terbuka suatu warisan sendiri. Dengan demikian bila
terjadi kloving , kemungkinan bisa terjadi Ahli Waris Golongan ketiga (III) bisa
mewaris bersama dengan Golongan Keempat (IV). Jika dari pihak salah satu orang
tua tiada terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak
orang tua yang lain.
4. Ahli waris Golongan Keempat (IV), terdiri atas :
a. Keluarga sedarah dalam garis menyamping dari pihak bapak sampai
derajat ke-6 (paman/bibi atau saudara sepupu atau keponakan dan
seterusnya sampai derajat ke-6 dari pihak bapak)
b. Keluarga sedarah dalam garis menyamping dari pihak ibu sampai
derajat ke-6 (paman/bibi atau saudara sepupu atau keponakan dan
seterusnya sampai derajat ke-6 dari pihak ibu).
Sebagaimana tertera dalam Pasal 858 KUHPerdata menyatakan :
Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada
keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka
separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah
dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi
menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke
atas lainnya,….
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Pasal 858 KUHPerdata tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut ;
a. pabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti Golongan
Kedua [II]).
b. Keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas (berarti Golongan
Ketiga [III]).
c. Keluarga sedarah dalam garis yang lain, adalah para paman dan bibi
serta sekalian keturunan mereka, yang telah meninggal dunia lebih
dahulu dari pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat
(IV).
Ahli waris golongan keempat (IV) tampil menerima warian ahli waris
golongan ketiga (III) sudah tidak ada. Teknis pembagiannya sama halnya teknis
pembagian Ahli waris Golongan ketiga. Harta peninggalan tersebut dipecah
(kloving) menjadi dua (2) bagian yang sama. Separuh untuk anggota keluarga pihak
bapak (keluarga sedarah dalam garis menyimpang dari pihak bapak sampai derajat
ke-6) dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak ibu (keluarga sedarah
dalam garis menyimpang dari pihak ibu sampai derajat ke-6) pewaris. Dalam
masing-masing kelompok dalam golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olh
telah terbuka suatu warisan sendiri.
Jika dari pihak salah satu orang tua misalnya dari pihak bapak tidak terdapat
ahli waris lagi sampai hubungan keluarga derajat  ke-6, maka seluruh warisan jatuh
pada keluarga pihak orang tua yang lainnya dari pihak ibu demikian pula
sebaliknya, karena dalam pewarisan Ahli waris Golongan Keempat (IV) pada
dasarnya tidak mengenal penggatian tempat, walaupun kemungkinan terjadi dengan
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melihat orang yang lainnya dari pihak ibu dan demikian pula sebaliknya, karena
dalam pewarisan Ahli waris Golongan Keempat (IV) pada dasarnya tidak menganal
penggantian tempat, walaupun kemungkinan terjadi dengan melihat orang yang
digantikan bersama, sederajat dan saudara dengan orang yang masih hidup pada saat
terbukanya warisan.
Dengan tiadanya ahli waris sampai derajat ke-6, maka harta warisan pewaris
disebut dengan warisan yang tidak bertuan, artinya setelah dibukanya warisan tidak
seorang pun bertindak sebagai ahli waris
E. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Menurut al-Raghib, asas berasal dari kata al-ussu kemudian berubah
menjadi al-asasu atau al-asas yang bermakna asal, dasar, atau pangkal suatu
bangunan. Selanjutnya, kata asasa berubah menjadi usus atau asas yang
mengandung makna kaidah-kaidah yang harus dipertahankan karena ia berpangkal
dari hati atau dasar. Kemudian kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku
dan bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.25
Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-
Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam
Sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan
dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemikiran harta oleh yang
menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta
25 Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur’an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan
Tefsir Tematik Ed. I ( Cet. I, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h.71.
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itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individu, asas keadilan
berimbang, dan asas semata akibat kematian.26
1. Asas ijbari
Secara bahasa, ijbari mengandung pengertian paksaan. Kaitannya dengan
warisan berarti peralihan harta dari seseotang yang meninggal kepada ahli warisnya
berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepda
kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.
Adanya unsur ijbari dalam system kewarisan Islam tidak akan memberatkan
orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli
waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban
memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban hanya sekadar menolong
membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak
berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan
kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karea menerima akan
membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.
2. Asas Bilateral
Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua pihak. Hal ini berarti
bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat,
yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan
perempuan.




Yaitu, harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan
masing-Masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat
dengan ahli waris lain.
4. Asas keadilan berimbang
Yaitu  keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara
yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki
didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang
harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah
kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak. Sedangkan perempuan
(istri/ibu), secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk  membiayai
kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran  maskawin. Yang ada hanya
menerima hak dri suami/ayah.
5. Asas semata akibat kematian
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang
lain dengan menggunakan istilah ‘kewarisan” hanya berlaku setelah yang
mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak
dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta
masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang
masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidaka
termasuk ke dalam istilah kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan,
yaitu kewarisan akibat kewarisan semata atau yang dalam hukum perdata atau BW
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disebut dengan ‘kewarisan ab intestate” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar
wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut ‘kewarisan bij
testament”.27





Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak  dapat terlepas dengan
penggunaan metode penelitian untuk menganalisis permasalahan yang dianglat.
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam melakukan
penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunkan
beberapa metode sebagai berikut :
A. Jenis dan lokasi penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif
lapangan (field research), penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran
kompleks, menelitu kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan
melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian bersifat deskriptif, penelitian
yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat
sekarang.1 Untuk membuat pencandraan secara sistematis, fakyual dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau suatu daearah tertentu.2
1 Juliansyah Noor, metodologi Penelitian ; skipsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah
(Jakarta : Kencana,2011), h.34
2Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta : Radjawali Pers,2009), h.73
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2. Lokasi  Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Pengadilan Agama
Polewali mandar Kabupaten Polewali. Di sebabkan lokasi tersebut sangat
strategis dan dapat dijangkau oleh penulis, selain itu lokasi tersebut adalah
kampug halaman bagi penulis.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola
fikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam
ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam
menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan
penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup
kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.3
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut :
1. Pendekatan Syar’i
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah
terkhusus fiqih islam yang terkait dengan masalah muamalah yang termasuk di
dalamnya masalah penetapan ahli waris yang dapat dijadikan sebagai acuan
didalam pembahasan.
2. Pendekatan  Yuridis
3 Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010),  h.
129.
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Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang kaitannya denga undang-
undang.
3. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu
keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum islam atau perundang-undangan
yang berlaku yang terkait dengan Ahli Waris.
C. Sumber data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dikalsifikasikan sebagi berikut:
a. Sumber Data Primer
Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau
objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Sumber data primer dapat di peroleh
dari informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan
penjelasan yang kaya warna, detail dan komprehensif mengenai Apa, Siapa,
Dimana, Kapan, Bagimana, dan Mengapa. Dalam penelitian ini yang menjadi
informasi kunci adalah Staf dan Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber
data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan
mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari
sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun
memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang
berkaitan dengan aspek yang diteliti.
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D. Metode Pengumpulan data
Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu
sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematis gejalah-gejalah yang diselidiki. Hal
yang  hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode
observasi ini bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi
tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang di
lakukan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan
secara mendalam dan detail.4Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan
model snow-ball sampling yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-
mata oleh peneliti.Peneliti bekerjasama dengan informan, menentukan sampel
berikutnya yang dianggap penting.Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola
4Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, h. 82.
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salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian.Jumlah
sampel tidak ada batas minimal atau maksimal yang penting telah memadai dan
mencapai data jenuh yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek
penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam
bahan yang berbentuk dokumen.Sebagian besar data yang tersedia adalah
berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya.Sifat
utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara
detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat
pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokomen pemerintah atau
swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.5
Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di
lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian.
E. Intrumen Penelitian
Instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karna itu,
peneliti sebagai instrument harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti.
5Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.
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Adapun instrument penelitian  yang disiapkan oleh peneliti untuk meneliti
adalah :
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan
2. Buku wawancara dan alat tulis, alat yang berfungsi untuk mencatat
semua percakapan dari sumber data
3. Camera alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti  sedang
melakukan pembicaraan dengan informan.
F. Teknik pengolahan dan analisis data
1. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data diartikan sebagai peroses mengartikan data-data lapangan
yang sesuai dengan tujuan, rangcangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan
data dalam penelitian ini yaitu :
1) Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang
dihasilkan peneliti
2) Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topic dimana data
tersebut dihasilakan dari peneliti
3) Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan  maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal
permasalahan dengan cara memberikan kode-kode tertentu pada setiap data
tersebut.
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4) Editing data pemeriksaan hasil penelitian yang untuk mengetahui relevasi
(hubungan) dan keabsaan data dideskripsi dalam menemukan jawaban pokok
masalah.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan
adalah anlisis data  kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi, dan mencatat yang
dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap
dapat ditelusuri.
G. Pengujian Keabsahan Data
1. Uji Kredibitas
Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan
terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan memberchek.6




Dalam penelitian kualitatif, teknis analisis yang digunakan sudah jelas,
yaitu untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah
dirumuskan.7
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 243.
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BAB IV
PENETAPAN AHLI WARIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Mandar
Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman), adalah salah satu
Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di
kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya
adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten
Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan
berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali
Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi
digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal setelah
ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005 tentang perubahan nama
Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 27
Desember 2005 .
Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu
Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling Mamasa
yang meliputi:
1. Tabulahan (Petoe Sakku);
2. Aralle (Indo Kada Nene’);
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3. Mambi (Tomakaka);
4. Bambang (Subuan Adat);
5. Rantebulahan (Tometaken);
6. Matangnga (Benteng);
7. Tabang (Bumbunan Ada).
Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling)
Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II yang dimekarkan
berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:
1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraj Pamboang
dan Swapraja Cenrana (sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja
Tappalang;
3. Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja
Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder
Afdeling Mamasa.
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22
Kabupaten/Kota Baru di seluruh wilayah provinsi, dua di antara kabupaten/kota
itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil
pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder
afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah, yaitu:
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
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Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40’00”-
3°32’00” LU dan 118°40’27”-119°32’27” BT.
Utara Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene
Selatan Laut
Barat Kabupaten Majene
Timur Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan
Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km² dan secara
administrasi kepemerintahan, Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan.
Polewali Mandar memiliki sejumlah kekhasan, seperti kekayaan alam dan budaya.
Kekayaan Polewali Mandar itu oleh penduduknya telah diolah sedemikian rupa
dan menghasilkan berbagai hasil bumi dan karya-karya kebudayaan, Alam
Polewali Mandar sangat cocok untuk pembudidayaan beraneka ragam
spesies anggrek, seperti Anggrek Vonda Mugil (Vonda cilebeca), Anggrek
Jamrud (Dorn robium macokillum), Anggrek Kalajengking, Anggrek Tanah dan
sebagainya.
Kesuburan tanah Polewali Mandar sangat kondusif bagi berkembangnya
berbagai jenis dan spesies fauna, seperti rusa, anoa (tokata), kerbau belang,
monyet hutan dan berbagai jenis merpati hitam. Sarung sutera (lipaq saqbe) yang
ditenun dengan alat tradisional banyak diproduksi oleh masyarakat di kecamatan
pesisir seperti Tinambung, Balanipa dan Campalagian.
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Tahun 2004 penduduk berjumlah 360.382 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk rata-rata 0,58% per tahun. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam
77.157 rumah tangga. Kecamatan Campalagian merupakan wilayah dengan
jumlah penduduk terbesar, yaitu 49.400 jiwa (13,37%) sedangkan yang terkecil
adalah Kecamatan Matangnga, 4.761 jiwa (1,32%). Kepadatan penduduk rata-rata
di Polewali Mandar sebesar 178 jiwa per km2.1
1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali Mandar
Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali adalah merupakan
kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan
Kalimantan Selatan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlanjut
sampai pada penjajahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan RI, masa
Pergolakan Revolusi Fisik eksistensi Peradilan Agama mengalami kemunduran
dan ketidakpastian, padahal peran dan fungsi Peradilan Agama semakin terasa dan
dibutuhkan masyarakat dengan banyaknya perkara yang diproses dan diperiksa
oleh Pengadilan Agama.
Untuk menertibkan dan menciptakan kesatuan Badan Peradilan di
Indonesia pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951, namun dalam
UU tersebut belum jelas eksistensi Badan Peradilan Agama, maka atas usul dan
desakan umat Islam di berbagai daerah dan untuk menjamin kelangsungan
Peradilan Agama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.45/Tahun
1957. Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan
Agama di luar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan
Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar#Kota_Polewali di askes
pada tanggal 21 Juli pukul 21.11 WITA
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pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk
di dalamnya pembentukan Pengadilan Agama Polewali.
Dengan perkembangan Pengadilan Agama Polewali yang semakin pesat,
terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, yang semakin memperjelas tugas dan kewenangan Pengadilan
Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai
terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali
mengalokasi anggaran pembangunan kantor yang baru di Jalan Budi Utomo
Nomor 23 Polewali.
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, eksistensi
Pengadilan Agama semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan
seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial
Peradilan Agama selesai dilaksanakan. paling lambat tanggal 30 Juni 2004
sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan
tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka
pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan
anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah
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Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang
bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar.2
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Polewali Mandar
Adapun visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali mandar adalah sebagai
berikut :
a. Visi
“ Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan
Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung ”.
b. Misi :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
B. Pertimbangan Hakim dalam  Menetapkan  Ahli Waris
Dalam menetapkan ahli waris menurut bapak Rajiman salah satu  Hakim
Pengadilan Agama Polewali Mandar yang di wawancarai oleh penulis pada
2 www.pa.polewali.net di askes pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 21.11 WITA
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dasarnya dalam menetepkan ahli waris harus berdasarkan pada Al-Qur’an surah
An-nisa ayat 11 dan 12.
Lanjut Bapak Rajiman dalam menetapkan Ahli waris sehinggah dapat
meringankan permasalah yang ada dalam masyarakat Polewali Mandar, yang
masih kurang paham  tentang pembagian warisan tersebut.
Dalam perkara 308/Pdt.P/2016/PA.Plw Bahwa para Pemohon telah
mengajukan permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl
tanggal 19 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004,
di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit
2. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai telah pernah menikah dengan
nseorang perempuan bernama Hj. Surijah Yahya, tetapi dalam pernikahan tersebut
tidak melahirkan anak. Dan Hj. Surijah Yahya juga telah wafat pada tanggal 16
Agustus 2006.
3. Bahwa sejak wafatnya H. Abd. Jalil bin Tapai, telah meninggalkan istri Hj.
Surijah Yahya (wafat 16 Agustus 2006) dan saudara kandung perempuan bernama
Djaoddah (wafat 14 April 2015) dan beberapa keponakan, karena: Dalam
pernikahan lelaki Tapai (wafat 1960) dengan perempuan Kadili (wafat 1989),
selama hidupnya melahirkan anak:
3. 1. Abd. Jalil bin Tapai (wafat tgl 5 Desember 2004) pernah menikah, tapi tidak
punya anak;
3.2. Abd. Azis (wafat 1965) selama hidupnya telah menikah dengan Ratnah
(wafat 1959) selama hidupnya telah melahirkan anak bernama Hj.
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Nadariah binti Abd. Azis. Pemohon I.
3.3. Djaoddah binti Tapai (wafat 14 – 4 – 2015 ) selama hidupnya menikah
dengan lelaki Ba’dulu (wafat 1964) selama hidupnya telah melahirkan 3 (tiga)
orang anak masing-masing bernama:
1 Ruhana binti Ba’dulu Pemohon Pemohon II.
2 Darwis bin Ba’dulu, Pemohon III.
3 Hasrat bin Ba’dulu Pemohon IV.
3.4.Satiana binti Tapai (wafat 3 September 2001), selama hidupnya telah menikah
dengan lelaki Ba’be (wafat 2 Mei 2005) melahirkan 5 (lima) orang anak masing-
masing bernama:
1 Musrah bin Ba’be, Pemohon V.
2 Hudaerah binti Ba’be, Pemohon VI.
3 Harmawati binti Ba’be, Pemohon VII
4 Hardinah binti Ba’be, Pemohon VIII.
5 Hasnia binti Ba’be (wafat tanggal 3 Juli 2013), selama hidupnya menikah
dengan Syamsuddin, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing
bernama:
5.1 Hasruddin bin Syamsuddin, Pemohon IX.
5.2 Syamsul Bahri bin Syamsuddin, Pemohon X.
5.3 Hasriati binti Syamsuddin, Pemohon XI.
5.4 Awaluddin bin Syamsuddin, Pemohon XII.
6 Hanis bin Ba’be (wafat tanggal 14 Desember 2010) selama
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hidupnya telah menikah dengan Hj. Ida dan telah melahirkan 4 (empat) orang
anak masing-masing bernama:
6.1 Hasdiana binti Hanis, Pemohon XIII.
6.2 Rahman, S.Pd bin Hanis, Pemohon XIV.
6.3 Jahran bin Hanis, Pemohon XV.
6.4 Hapipah binti Hanis, Pemohon XVI.
4. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai mempunyai tanah yang
bersertifikat hak milik No. 20215 tahun 2000.
5. Bahwa dengan meninggalnya H. Abd. Jalil bin Tapai, saat ini Pemohon
membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk membalik nama
sertifikat dimaksud.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primair ;
1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan H. Abd. Jalil bin Tapai wafat pada tanggal 5 Desember 2004 di
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan ahli waris H. Abd. Jalil bin Tapai.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Subsidair :
- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum. Bahwa pada hari
persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasa hukumnya
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telah datang menghadap di persidangan. Bahwa, selanjutnya dibacakan surat
permohonan para Pemohon melalui kuasa hukumnya yang isinya tetap
dipertahankan. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat yaitu:
1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Abd. Jalil bin Tapai yang dibuat
oleh Hj. Nadariah binti Abd. Aziz Nomor 145/434/KD/2016 tertanggal 20
April 2016 dan diketahui oleh Kepala Lurah Darma serta Camat Polewali,
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi
kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abdul Jalil Nomor 7604-
KM 18032016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil tertanggal 18 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Surijah Yahya Nomor
7604- KM-18042016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 18 April 2016, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa
hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:
1. Supratman bin Dunding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
pada Kantor BLHP Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Poros
Mamasa, Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada
pokoknya:
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• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi bersepupu satu kali
dengan Pemohon I.
• Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abd. Jalil memiliki sebidang tanah yang
terletak yang terletak di Jalan Aroepala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
• Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Abd. Jalil.
• Bahwa ayah dan ibu kandung H. Abd. Jalil bernama Tapai dan Kadili
keduanya terlebih Dahulu meninggal dunia, ayah kandung wafat tahun 1960
dan ibu kandung wafat tahun 1989.
• Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Jalil tidak pernah di racuni untuk
dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak
pidana oleh para Pemohon.
• Bahwa H. Abd. Jalil dengan Hj. Surijah Yahya tidak mempunyai anak,
namun mempunyai satu anak angkat yaitu Hj. Nadariah keponakan H. Abd.
Jalil (Pemohon I).
• Bahwa semasa hidup Almarhum H. Abd. Jalil hanya sekali menikah dengan
Hj. Surijah, dengan mempunyai 4 orang saudara yaitu H. Abd. Jalil Abd.
Aziz, Djodah, dan Satiana, namun semuanya telah meninggal dunia.
• Bahwa yang terlebih dahulu meninggal yaitu Abd. Aziz pada tahun 1965,
kedua Satiana pada tahun 2001, ketiga H. Abd. Jalil pada tahun 2004 dan
terakhir Djaodah pada tahun 2015.
• Bahwa ketiga saudara Almarhum H. Abd. Jalil mempunyai anak antara lain
yang pertama Abd. Aziz bin Tapai dikaruniai satu orang anak yaitu Hj.
Nadariah (Pemohon I), yang kedua Djaodah binti Tapai dikaruniai 3 (tiga)
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orang anak masing-masing bernama Ruhana (Pemohon II), Darwis (Pemohon
III) Hasrat (Pemohon IV), yang ketiga Satiana binti Tapai dikaruniai 6 (enam)
orang anak masing-masing bernama Musrah (Pemohon V), Hudaedah
(Pemohon VI), Harmawati (Pemohon VII), Hardinah (Pemohon VIII), Hasni
(wafat tahun 2013) dan Hanis (wafat tahun 2010).
• Bahwa Almarhumah Hasnia mempunyai 4 (empat) orang anak adalah cucu
almarhum H. Abd. Jalil.
• Bahwa Almarhum H. Abd Jalil meninggal dunia karena sakit.
• Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk
membalik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai
dengan Hj. Suriah Yahya yang terletak di Makassar.
• Bahwa almarhum Hanis mempunyai 4 (empat) orang anak adalah cucu dari
Abd. Jalil.
• Bahwa H. Abd. Jalil, dan semua keponakan serta cucunya beragama Islam.
1. Junaid bin Kasil, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya:
• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi bersepupu satu kali
dengan Pemohon I.
• Bahwa H. Abd. Jalil dengan Hj. Surijah Yahya tidak mempunyai anak,
namun mempunyai satu anak angkat yaitu Hj. Nadariah keponakan H. Abd.
Jalil (Pemohon I).
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• Bahwa semasa hidup Almarhum H. Abd. Jalil hanya sekali menikah dengan
Hj. Surijah, dengan mempunyai 4 orang saudara yaitu H. Abd. Jalil Abd. Aziz,
Djodah, dan Satiana, namun semuanya telah meninggal dunia.
• Bahwa yang terlebih dahulu meninggal yaitu Abd. Aziz pada tahun 1965,
kedua Satiana pada tahun 2001, ketiga H. Abd. Jalil pada tahun 2004 dan
terakhir Djaodah pada tahun 2015. • Bahwa ketiga saudara Almarhum H. Abd.
Jalil mempunyai antara lain yang pertama Abd. Aziz bin Tapai dikaruniai satu
orang anak yaitu Hj. Nadariah (Pemohon I), yang kedua Djaodah binti Tapai
dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ruhana (Pemohon II),
Darwis (Pemohon III) Hasrat (Pemohon IV), yang ketiga Satiana binti Tapai
dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Musrah (Pemohon
V), Hudaedah (Pemohon VI), Harmawati (Pemohon VII), Hardinah (Pemohon
VIII), Hasni (wafat tahun 2013) dan Hanis (wafat tahun 2010).
• Bahwa Almarhum H. Abd Jalil meninggal dunai karena sakit.
• Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk
membalik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai
dengan Hj. Suriah Yahya yang terletak di Makassar.
• Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai, dan semua keponakan serta cucunya
beragama Islam. Bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan
tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu para Pemohon melalui kuasa hukunya
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya dan memohon penetapan.
Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk
halihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang
perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
72
Sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusan dalam menetapkan ahl
waris tersebut dengan pertimbangan hukum. Menimbang, bahwa pewaris adalah
orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b
dan c Kompilasi Hukum Islam).
Menimbang, bahwa almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai sebagai pewaris ketika
meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004 meninggalkan ahli waris yang
masih hidup yaitu: Hj. Nadariah binti Abd. Azis. (keponakan), Ruhana binti
Ba’dulu (keponakan), Darwis bin Ba’dulu (keponakan), Hasrat bin Ba’dulu
(keponakan), Musrah bin Ba’be (keponakan),Hudaerah binti Ba’be (keponakan),
Harmawati binti Ba’be (keponakan), Hardinah binti Ba’be (keponakan),
Hasruddin bin Syamsuddin (Cucu), Syamsul Bahri bin Syamsuddin (Cucu),
Hasriati binti Syamsuddin (Cucu), Awaluddin bin Syamsuddin (Cucu), Hasdiana
binti Hanis (Cucu), Rahman, S.Pd bin Hanis (Cucu), Jahran bin Hanis (Cucu),
Hapipah binti Hanis (Cucu).
Dalam menetapkan ahli waris hakim harus menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim  dalil-dalil permohonan para
pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan
dalam pasal 49 ayat (1) huruf ‘b’ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang no 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua Peradilan Agama, dan Pasal 174 kompilasi
hukum Islam. Sehingga permohonan maka hakim mempertimbangkan
pertimbangan-pertimbangan tersbut sehinggah permohonan pemohon dapat
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diknbulkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Peradilan Agama. Sehingga hakim dapat menetapkan ahli waris.
Dalam penetapan ahli waris hakim harus dilihat dari permasalahan yang di
permasalahkan bagi penuntut dapat memberikan penetapan ahli waris yang tetap,
singgah menetapkan ahli waris dilihat dari tujuan tersebut agar dalam menetapkan
ahli waris tidak salah. Bapak Rajiman juga mengatakan menetapkan ahli waris itu
harus sesuai dengan Al-Qur’an, hadits, kompilasi hukum Islam dan serta pendapat
para ahli fiqih.
Menurut bapak Rajiman selaku Hakim, menguraikan secara singkat
putusan hakim.
Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan
adanya suatu sengketan atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk
pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa yaitu produk pengadilan yang
sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa, karena adanya 2 (dua pihak yang
berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).
Tentang penetapan ahli waris, dari seluruh perkara yang di teliti ternyata
dimohon untuk keperluan yang bersigat intern atau ekstern. Permohonan
penetapan ahli waris yang bersifat intern umumnya selalu dikuti permohonan
penetapan bagian ahli waris. Pemohon tersebut menggukan hukum Islam dalam
proses pewarisan yang hendak mereka lakukan. Sementara itu, permohonan
penetapan ahli waris yang bersifat ekstern umumnya diajukan guna kepentingan
ahli waris bertindak selaku pengganti pewaris dala hubungannya dengan pihak
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lain. Hal tersebut terutama untuk penyeselesaian piutang-piutang pewaris dari
pihak lain.3
Menetapkan ahli waris menurut bapak Rajiman harus ada bukti-bukti untuk
menguatkan pemohon, dua saksi yang diajukan para pemohon untuk memenuhi
syarat formal, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.
Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian
sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat
tersebut secara formal dapat diterima.
Pasal 1888 KUH Perdata merumuskan sebagai berikut :
Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila
akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya
sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang
senantiasadapat diperintahkan untuk ditunjukkan.
Menurut bapak Achmad Sarkowi selaku  penitera pengganti  yang
menangani kasus penetapan ahli waris tersebut sebaiknya sebelum memasuki
pangadilan ada baiknya melakukan musyawarah  keluarga terhadap pembagian
warisan, apabila sudah tidak bisa dilakukan dengan musyawarah barulah
memasuki pengadilan. Sehingga dalam pembagian warisan terhadap ahli waris,
dimana ahli waris harus menerima pembagian yang ditetapkan oleh hakim.4
Dalam memutuskan perkara penetapan ahli waris hakim harus melihat
Pasal 171 hurub b dan c kompilasi hukum Islam :
3 Otje Salman, Kesadaran Hukum Mayarakat Terhadap Hukum Waris ( Cet. III :
Bandung  : P.T Alumni, 2007), h. 90.
4 Achmad Sarkowi, Wawancara Panitera Pengganti Pengadilan Agma Polewali Mandar,
wawancara, Polewali pada tanggal 22 Februari 2017.
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b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
C. Asas Keadilan dalam Menetapkan Ahli Waris
Menurut bapak rajiman selama menetapkan ahli waris tidak ada yang
keberatan karena permasalahan pengadilan agama polewali yang bersifat Volunter
atau suka rela. Sebenarnya membawa masalah sengketan warisan kehadapan
hakim pengadilan sesungguhnya bukan mencari penyelesaian damai dan adil
sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi mencari jalan keadilan
menurut perundang-undangan, yurispredensi  dan persaan hakim.5 Begitu pula
apabila perkara diajukan kepada pengadilan agama berarti pihak penggugat
menghendaki penyelesaikan berdasarkan hukum islam. Segala sesuatu didasarkan
pada pertimbangan dan keputusan yang belum tentu memenuhi rasa keadilan.
Dalam penetapan Ahli waris dalam kasus perkara 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl
yaitu sudah memenuhi asas keadil dikarenakan hakim memberikan rasa adil bagi
ahli waris sehingga hakim menetapkan:
1. mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan H.Abd. Jalil bin Tapai yang meninggal dunia pada tanggal
5 Desember 2004, di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat.
3. Menetapkan para pemohon :
3.1. Hj. Nadaria binti Abd.Aziz (Keponakan)
3.2. Ruhana binti Ba’dulu (Keponakan)
5 Rajiman, Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar , wawancara. Polewali 21
Februari 2017.
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3.3. Daswis bin Ba’dulu (Keponakan)
3.4. Hasrah bin Ba’dulu (Keponakan)
3.5. Musrah bin Ba’be (Keponakan)
3.6.Hudaerah binti Ba’be (Keponakan)
3.7.Harmawati bin Ba’be (Keponakan)
3.8.Hardina bin Ba’be (Keponakan)
3.9.Hasruddin bin Syamsuddin (cucu)
3.10. Syamsul Bahri bin syamsuddin (cucu)
3.11. Hasriati bin Syamsuddin (cucu)
3.12. Awaluddin bin Syamsuddin (cucu)
3.13. Hasdiana bin Hanis (cucu)
3.14. Rahma,  S.Pd bin Hanis (cucu)
3.15. Jahran bin Hanis (cucu)
3.16. Hapipah bin Hanis (cucu)
Adalah ahli waris dari almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai.
Didalam hukum waris adat sila keadilan, bukan berarti umum sebagaimana
dikatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tetapi  keadilan bagi
semua anggota waris mengenai  harta waris, baik ahli waris maupun waris yang
bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain
sebagainya menurut hukum adat setempat.6
Keadilan yang dimaksud itu memberikan rasa aman dn nyaman kepada ahli
waris sehingga dalam pembagian warisan ahli waris tidak saling menuntut bagian
masing-masing.
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Cet. VII : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.
20.
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Sehingga pembagian waris sebelumnya ahli waris yang mempunyai
hubungan darah anak-anak, suami dan istri dimana ia harus menyelesaikan semua
utang piutang pewaris selama hidupnya, yang diatur dalam pasal 832 KUHPerdata
yaitu :
………Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama
tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang
wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga
harta peninggalan mencukupi untuk itu.
Menurut penulis yang menjadi penyebab sengketan kewarisan itu biasanya
tidak adanya  keadilan disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera
membagi harta warisannya sesat setelah pewaris meninggal dunia. Sehingga
menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mengkin lebih
berhak seperti ahli waris tidak memperolah haknya. Di samping itu, ada pula
anggapan bahwa cucu pewaris tidak berhak mendapat warisan karena terlah
terputus hubungannya dengan pewaris (orang tua yang lebih dahulu meninggal
dari pewaris). Dan hal tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an sehingga mereka
pun tidak berhak menjadi ahli waris.
Menurut bapak Rajiman, Hakim pengadilan Agama polewali Mandar. Di
dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada yang dicari oleh para
justiabalance (pencari keadilan), yaitu putusan Hakim. Untuk lahirnya sebuah
putusan di perlukan beberapa prosedur dari dunia peradilan.
Dalam penetapkan ahli waris asas keadilan dasar hukumnya terdapat
dalam surah Al-Maidah ayat 8 yaitu.
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                 
                 
   
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.7
Dan diperjelas lagi dalam QS An-nisa/4: 7 tentang adanya keadilan dalam
menerima hak waris antara laki-laki dan perempuan.
                              
Terjemahnya :
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang Telah ditetapkan.8
Menurut bapak Rajiman perbedaan gender  tidak menentukan  hak
kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang
sama dan memiliki kekuatan yang sama kuat dalam warisan. Hal ini sudah
dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki
dan perempuan dalam mendapatkan warisan.
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet I, Jakarta : PT Tiga
Serangkai Pusaka Mandiri, 2013), h. 108
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.78
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Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan
perempuan, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama
mendapatkan bagian dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris langsung
atau bapak dan ibu sama-sama mendapatkan dalam keadaan pewaris
meninggalkan anak kandung.
Kedua: laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang didapatkan
perempuan. Hal ini dapat dijumpai dalam kasus pewaris meninggalkan ahli
waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan atau dalam kasus
pewaris meninggalkan ahli waris seorang saudara laki-laki dan perempuan.
Dilihat dari segi jumlah bagian memang jelas tidak sama, tetapi ini
bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya
diukur dengan jumlah yang didapat ketika menerima hak waris tetapi juga
dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.9
Dilihat pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan
perempuan ini tetap adil karena secara umum, laki-laki membutuhkan lebih
banyak materi dibandingkan perempuan, hal ini karena laki-laki baik itu seorang
bapak atau saudara laki-laki memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri
dan keluarganya termasuk perempuan.
D. Ijtihat Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris
Menurut ibu Hj. Nailah Hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa
ijtihad merupakan usaha  seorang hakim untuk menetapkan hukum pada pihak-
pihak yang berperkara jika undang-undang tidak mencantumkan namun kurang
9 Rajiman, Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar , wawancara. Polewali pada
tanggal 21 Februari 2017.
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jelas. Ijtihad merupakan upaya hukum dalam melaksanakan undang-undang suatu
perkara dimana aturan hukum atau undang-undang kurang jelas bahkan belum
diatur sama sekali.10
Ijtihad hakim dalam kasus perkara 308/Pdt.P/2016/PA. Plw. Dalam
menetapkan ahli waris hakim melakukan ijtihad dengan melakukan
permusyarawah majelis hakim. Ijtihat hakim merupakan kegiatan pemenuan
hukum yang membutuhkan adanya suatu metode atau prosedur yang nantinya
dapat depergunkan oleh penegak hukum (hakim) dalam memberikan putusan
hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bahwasanya seorang hakim
mempunyai hak membuat peraturan sediri untuk meneyelesaika suatu perkara
apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat
dipakai untuk meneylesaikan perkara tersebut.
Menurut ibu Nailah sebagaimana diketahui proses ijtihat itu dilakukan
oleh hakim pada umumnya yang sama dilakukan oleh para mujtahid dengan
segala keterbatasan ilmunya, yaitu apabila tidak ada dasar hukumnya tau mungkin
saja ada namun dianggap dalam kasus tersebut kurang memnuhi rasa keadilan,
maka hakim akan melakukan ijtihad dengan cara menggali sumber hukum Islam
yaitu al-Qur’an, hadits, ijma ulama dan lain sebagainya.
Proses ijtihad hakim pada dasarnya sama dengan hakim-hakim lainnya,
ketika memutuskan perkara ketika dalam undang-undang tidak menemukan aturan
maka hakim beralih pada yurispresendi perkara yang sama, selain itu juga hakim
memakai kompilasi hukum Islam jika undang-undang kurang jelas dan kurang
memenuhi rasa keadilan. Maka hakim langsung melihat kemaslahatan dan
kebaikan orang yang berperkara dengan melakukan musyawarah majelis.
10 Nailah, Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar, wawancara. Polewali pada





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil
kesmpulan sebagai berikut :
1. Dalam penetapan ahli waris hakim memutuskan perkara dengan
penetapan berdasarkan pada Al-Qur’an pada surah An-Nisa ayat 11
dan 12. Dalam perkara  kasus 308/Pdt.P/2016/PA.Plw Sebelum hakim
memutuskan perkara ada hakim harus melihat perkara tersebut,
sehingga dalam menetapkan ahli waris hakim harus menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim  dalil-
dalil permohonan para pemohon telah beralasan hukum dan telah
sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf
‘b’ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-
Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang no 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua Peradilan Agama, dan Pasal 174 kompilasi
hukum Islam. Sehingga permohonan maka hakim mempertimbangkan
pertimbangan-pertimbangan tersbut sehinggah permohonan pemohon
dapat diknbulkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Peradilan Agama.
Sehingga hakim dapat menetapkan ahli waris.
2. penetapan ahli waris tidak harus melihat gender baik itu laki-laki
maupun perempuan. Dilihat pembagian harta warisan yang tidak sama
antara laki-laki dan perempuan ini tetap adil karena secara umum, laki-
82
laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, hal
ini karena laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki
memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya
termasuk perempuan, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak
yang sama dan memiliki kekuatan yang sama kuat dalam warisan
3. ijtihad hakim dalam menetapkan ahli waris dengan usaha  seorang
hakim untuk menetapkan hukum pada pihak-pihak yang berperkara
jika undang-undang tidak mencantumkan namun kurang jelas. Ijtihad
merupakan upaya hukum dalam melaksanakan undang-undang suatu
perkara dimana aturan hukum atau undang-undang kurang jelas
bahkan belum diatur sama sekali, memutuskan perkara ketika dalam
undang-undang tidak menemukan aturan maka hakim beralih pada
yurispresendi perkara yang sama, selain itu juga hakim memakai
kompilasi hukum Islam jika undang-undang kurang jelas dan kurang
memenuhi rasa keadilan. Maka hakim langsung melihat kemaslahatan
dan kebaikan orang yang berperkara dengan melakukan musyawarah
majelis.
B. Implikasi
1. Jika ingin melakukan pembagian warisan ada baiknya sebelum
memasuki pengadilan pihak perkara melakukan musyawarah keluarga
sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merusak
hubungan silatuhrahmi.
2. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan
khususnya yang berkenaan dengan ketentuan penetapan ahli waris,
diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan
sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan
83
ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa
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P E N E T A P A N
Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl
ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﻪﻠﻟا ﻢﺴﺑ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada 
tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan 
dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan:
Hj. Nadariah binti Abd. Azis, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus 
rumah tangga, alamat Jl. Aroepala no. 21 (Rt. 004 / Rw. 014), 
Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai Pemohon I.
Ruhana binti Ba’dulu, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah 
tangga, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai 
Pemohon II.  
Darwis bin Ba’dulu, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 
bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan 
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 
Sebagai Pemohon III.
Hasrat bin Ba’dulu, umur 56, agama Islam, pekerjaan Pegawa Negeri Sipil, 
bertempat tinggal di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan 
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 
Sebagai Pemohon IV.
Musrah bin Ba’be, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Batu-
Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali 
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Pemohon V.
Hudaerah binti Ba’be, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah 
tangga, alamat Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Darma, Kecamatan 
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Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 
Sebagai Pemohon VI.
Harmawati binti Ba’be, umur 50 tahun, aagama Islam, alamat Jl. Dr. Ratulangi, 
Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, 
Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Pemohon VII.
Hardina binti Ba’be, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri 
Sipil, alamat Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan 
Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 
Sebagai Pemohon VIII.
Hasruddin bin Syamsuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, 
alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai 
Pemohon IX. 
Syamsul Bahri bin Syamsuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan 
wiraswasta, alamat Dusun III Ballele, Desa Ujung Tobaku, 
Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Sebagai Pemohon X.
Hasriati binti Syamsuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus 
rumah tangga, alamat Jl Bayangkara II, Kelurahan Darma, 
Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi 
Barat. Sebagai Pemohon XI.
Awaluddin bin Syamsuddin, umur 35 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, 
alamat Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, 
Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai 
Pemohon XII.
Hasdiana binti Hanis, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah 
tangga, alamat Jl Poros Mamasa, Batu-Batu, Kelurahan Darma, 
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi 
Sulawesi Barat. Sebagai Pemohon XIII.
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Rahma, S.Pd. binti Hanis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus 
rumah tangga, alamat BTN Bumi Kalamang Permai, RT. 004, RW. 
002, Kelurahan, Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai Pemohon XIV.
Jahran bin Hanis,umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Batu-
Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali 
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Pemohon XV.
Hapipah binti Hanis, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah 
tangga, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai 
Pemohon XVI.        
Dalam urusan ini telah menguasakan kepada: Dr. KAHAR, SH., MH. Advokat / 
Penasihat Hukum, tinggal di jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan 
Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 
Juli 2016 yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama 
Polewali Nomor 35/SK/VII/2016 tanggal 19 Juli, selanjutnya disebut sebagai para 
Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.
Telah mendengar keterangan kuasa hukum para Pemohon dan memeriksa alat 
bukti di muka persidangan.
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Juli 
2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan 
Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 19 Juli 2016 dengan mengemukakan 
alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004, 
di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
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2. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai telah pernah menikah dengan 
seorang perempuan bernama Hj. Surijah Yahya, tetapi dalam pernikahan 
tersebut tidak melahirkan anak. Dan Hj. Surijah Yahya juga telah wafat pada 
tanggal 16 Agustus 2006.
3. Bahwa sejak wafatnya H. Abd. Jalil bin Tapai, telah meninggalkan istri Hj. 
Surijah Yahya (wafat 16 Agustus 2006) dan saudara kandung perempuan 
bernama Djaoddah (wafat 14 April 2015) dan beberapa keponakan, karena:  
Dalam pernikahan lelaki Tapai (wafat 1960) dengan perempuan Kadili (wafat 
1989), selama hidupnya melahirkan anak:
3. 1. Abd. Jalil bin Tapai (wafat tgl 5 Desember 2004) pernah menikah, tapi 
tidak punya anak;
3.2.  Abd. Azis (wafat 1965) selama hidupnya telah menikah dengan Ratnah 
(wafat 1959) selama hidupnya telah melahirkan anak bernama Hj. 
Nadariah binti Abd. Azis. Pemohon I.
3.3. Djaoddah binti Tapai (wafat 14 – 4 – 2015 ) selama hidupnya menikah 
dengan lelaki Ba’dulu (wafat 1964) selama hidupnya telah melahirkan 3 
(tiga) orang anak masing-masing bernama:
1 Ruhana binti Ba’dulu Pemohon Pemohon II.
2 Darwis bin Ba’dulu, Pemohon III.
3 Hasrat bin Ba’dulu Pemohon IV.
3.4.Satiana binti Tapai (wafat 3 September 2001), selama hidupnya telah 
menikah dengan lelaki Ba’be (wafat 2 Mei 2005) melahirkan 5 (lima) orang 
anak masing-masing bernama:
1 Musrah bin Ba’be, Pemohon V.
2 Hudaerah binti Ba’be, Pemohon VI.
3 Harmawati binti Ba’be, Pemohon VII.
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4 Hardinah binti Ba’be, Pemohon VIII.
5 Hasnia binti Ba’be (wafat tanggal 3 Juli 2013), selama hidupnya 
menikah dengan Syamsuddin, dan telah melahirkan 4 (empat) 
orang anak masing-masing bernama:
5.1 Hasruddin bin Syamsuddin, Pemohon IX.
5.2 Syamsul Bahri bin Syamsuddin, Pemohon X.
5.3 Hasriati binti Syamsuddin, Pemohon XI.
5.4 Awaluddin bin Syamsuddin, Pemohon XII. 
6 Hanis bin Ba’be (wafat tanggal 14 Desember 2010) selama 
hidupnya telah menikah dengan Hj. Ida dan telah melahirkan 4 
(empat) orang anak masing-masing bernama:
6.1 Hasdiana binti Hanis, Pemohon XIII.
6.2 Rahman, S.Pd bin Hanis, Pemohon XIV.
6.3 Jahran bin Hanis, Pemohon XV.
6.4 Hapipah binti Hanis, Pemohon XVI.
4. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai mempunyai tanah yang 
bersertifikat hak milik No. 20215 tahun 2000.
5. Bahwa dengan meninggalnya H. Abd. Jalil bin Tapai, saat ini Pemohon 
membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk membalik 
nama sertifikat dimaksud.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon 
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang 
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 
Primair ;
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
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2. Menyatakan H. Abd. Jalil bin Tapai wafat pada tanggal 5 Desember 2004 di 
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan ahli waris H. Abd. Jalil bin Tapai.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Subsidair :
- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui 
kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan.
Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon melalui 
kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan.
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui 
kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat yaitu:
1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Abd. Jalil bin Tapai yang dibuat oleh 
Hj. Nadariah binti Abd. Aziz Nomor 145/434/KD/2016 tertanggal 20 April 
2016 dan diketahui oleh Kepala Lurah Darma serta Camat Polewali, telah 
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi 
kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abdul Jalil Nomor 7604-
KM-18032016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil tertanggal 18 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai 
dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Surijah Yahya Nomor 7604-
KM-18042016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil tertanggal 18 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai 
dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa 
hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:
1. Supratman bin Dunding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan 
PNS pada Kantor BLHP Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan 
Poros Mamasa, Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, 
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Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut 
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya:
• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi bersepupu satu kali 
dengan Pemohon I.
• Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abd. Jalil memiliki sebidang tanah yang 
terletak yang terletak di Jalan Aroepala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
• Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Abd. Jalil.
• Bahwa ayah dan ibu kandung H. Abd. Jalil bernama Tapai dan Kadili 
keduanya terlebih Dahulu meninggal dunia, ayah kandung wafat tahun 1960 
dan ibu kandung wafat tahun 1989.
• Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Jalil tidak pernah di racuni untuk 
dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu 
tindak pidana oleh para Pemohon.
• Bahwa H. Abd. Jalil dengan Hj. Surijah Yahya tidak mempunyai anak, 
namun mempunyai satu anak angkat yaitu Hj. Nadariah keponakan H. Abd. 
Jalil (Pemohon I).
• Bahwa semasa hidup Almarhum H. Abd. Jalil hanya sekali menikah dengan 
Hj. Surijah, dengan mempunyai 4 orang saudara yaitu H. Abd. Jalil Abd. 
Aziz, Djodah, dan Satiana, namun semuanya telah meninggal dunia.
• Bahwa yang terlebih dahulu meninggal yaitu Abd. Aziz pada tahun 1965, 
kedua Satiana pada tahun 2001, ketiga H. Abd. Jalil pada tahun 2004 dan 
terakhir Djaodah pada tahun 2015.
• Bahwa ketiga saudara Almarhum H. Abd. Jalil mempunyai anak antara lain 
yang pertama Abd. Aziz bin Tapai dikaruniai satu orang anak yaitu Hj. 
Nadariah (Pemohon I), yang kedua Djaodah binti Tapai dikaruniai 3 (tiga) 
orang anak masing-masing bernama Ruhana (Pemohon II), Darwis 
(Pemohon III) Hasrat (Pemohon IV), yang ketiga Satiana binti Tapai 
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dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Musrah (Pemohon 
V), Hudaedah (Pemohon VI), Harmawati (Pemohon VII), Hardinah 
(Pemohon VIII), Hasni (wafat tahun 2013) dan Hanis (wafat tahun 2010).
• Bahwa Almarhumah Hasnia mempunyai 4 (empat) orang anak adalah cucu 
almarhum H. Abd. Jalil.
• Bahwa Almarhum H. Abd Jalil meninggal dunia karena sakit.
• Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk 
membalik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum H. Abd. Jalil bin 
Tapai dengan Hj. Suriah Yahya yang terletak di Makassar.
• Bahwa almarhum Hanis mempunyai 4 (empat) orang anak adalah cucu dari 
Abd. Jalil.
• Bahwa H. Abd. Jalil, dan semua keponakan serta cucunya beragama Islam.
1. Junaid bin Kasil, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, 
bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Batu-Batu, 
Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 
saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang 
pada pokoknya:
• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi bersepupu satu kali 
dengan Pemohon I.
• Bahwa H. Abd. Jalil dengan Hj. Surijah Yahya tidak mempunyai anak, 
namun mempunyai satu anak angkat yaitu Hj. Nadariah keponakan H. Abd. 
Jalil (Pemohon I).
• Bahwa semasa hidup Almarhum H. Abd. Jalil hanya sekali menikah dengan 
Hj. Surijah, dengan mempunyai 4 orang saudara yaitu H. Abd. Jalil Abd. 
Aziz, Djodah, dan Satiana, namun semuanya telah meninggal dunia.
• Bahwa yang terlebih dahulu meninggal yaitu Abd. Aziz pada tahun 1965, 
kedua Satiana pada tahun 2001, ketiga H. Abd. Jalil pada tahun 2004 dan 
terakhir Djaodah pada tahun 2015.
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• Bahwa ketiga saudara Almarhum H. Abd. Jalil mempunyai antara lain yang 
pertama Abd. Aziz bin Tapai dikaruniai satu orang anak yaitu Hj. Nadariah 
(Pemohon I), yang kedua Djaodah binti Tapai dikaruniai 3 (tiga) orang anak 
masing-masing bernama Ruhana (Pemohon II), Darwis (Pemohon III) 
Hasrat (Pemohon IV), yang ketiga Satiana binti Tapai dikaruniai 6 (enam) 
orang anak masing-masing bernama Musrah (Pemohon V), Hudaedah 
(Pemohon VI), Harmawati (Pemohon VII), Hardinah (Pemohon VIII), Hasni 
(wafat tahun 2013) dan Hanis (wafat tahun 2010).
•  Bahwa Almarhum H. Abd Jalil meninggal dunai karena sakit.
• Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk 
membalik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum H. Abd. Jalil bin 
Tapai dengan Hj. Suriah Yahya yang terletak di Makassar.
• Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai, dan semua keponakan serta cucunya 
beragama Islam.
Bahwa  para  Pemohon  melalui kuasa hukumnya menyatakan  tidak  akan 
mengajukan bukti lagi, lalu para Pemohon melalui kuasa hukunya mengajukan 
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan 
memohon penetapan.
Bahwa  untuk  meringkas  uraian  ini,  maka  untuk  selengkapnya  ditunjuk hal-
ihwal  sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  Berita Acara Sidang perkara  
ini  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  penetapan  ini.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah 
sebagaimana tersebut di atas.
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan para 
Pemohon   melalui kuasa hukumnya   datang   menghadap   di   persidangan  dan 
menerangkan   hal-hal   yang   berkaitan   dengan   dalil-dalil   permohonannya.
Menimbang, bahwa dalil pokok para Pemohon adalah agar ditetapkan ahli 
waris  dari  almarhum  H.  Abd.  Jalil bin  Tapai  selanjutnya  Penetapan  Ahli Waris 
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 dari  Pengadilan  Agama  Polewali  dijadikan  sebagai  alat  hukum  untuk balik  
nama  Sertipikat  tanah  yang dimaksud.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut 
Pemohon  telah mengajukan bukti-bukti surat  yang diberi kode P.1,  P.2, dan P.3,  
serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Supratman bin Dunding dan Junaid bin Kasil.
Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 merupakan Asli Silsilah 
Keturunan  Almarhum  H.  Abd.  Jalil  bin   Tapai,  dengan  demikian  bukti tersebut 
 telah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  maksud  Pasal 1888 
KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.
Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.2 dan P.3 merupakan 
fotokopi Akta Kematian yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, 
serta bukti P.2 tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, dengan  
demikian  bukti tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  
maksud  Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara 
formal dapat diterima.
Menimbang, bahwa  kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon melalui 
kuasa hukumnya telah memenuhi syarat formal, maka keterangan saksi-saksi 
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  para  Pemohon  yang 
dikuatkan  oleh  bukti  P.1  serta  keterangan  para  saksi  di  bawah  sumpah, 
Majelis  Hakim  berpendapat,  para  Pemohon  mempunyai  hubungan  kewarisan 
dengan   almarhum   H.  Abd.  Jalil bin Tapai yaitu  sebagai keponakan dan cucu 
dari Almarhum H. Abd Jalil bin Tapai. 
Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3. yang didukung dengan keterangan 
dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia 
pada tanggal 5 Desember 2004 dan Almarhumah Hj. Surijah Yahya meninggal 
pada tanggal 16 Agustus 2006.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon melalui kuasa 
hukumnya, alat bukti tertulis P.1, serta keterangan saksi-saksi yang antara satu 
10
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta di persidangan yaitu:
1. Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004, 
di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai telah pernah menikah dengan 
seorang perempuan bernama Hj. Surijah Yahya. Tetapi dalam pernikahan 
tersebut tidak melahirkan anak. Dan Hj. Surijah Yahya juga telah wafat 16 
Agustus 2006.
3. Bahwa sejak wafatnya H. Abd. Jalil bin Tapai, telah meninggalkan istri Hj. 
Surijah Yahya (wafat 16-8-2006) dan saudara kandung perempuan bernama 
Djaoddah (wafat 14-4-2015) dan beberapa kemanakan, karena:  
Dalam pernikahan lelaki Tapai (wafat 1960) dengan perempuan Kadili (wafat 
1989), selama hidupnya melahirkan anak:
3. 1. Abd. Jalil bin Tapai (wafat tgl 5 Desember 2004) pernah menikah, tapi 
tidak punya anak;
3.2.  Abd. Azis (wafat 1965) selama hidupnya telah menikah dengan Ratnah 
(wafat 1959) selama hidupnya telah melahirkan anak bernama Hj. 
Nadariah binti Abd. Azis. Pemohon I.
3.3. Djaoddah binti Tapai (wafat 14 – 4 – 2015 ) selama hidupnya menikah 
dengan lelaki Ba’dulu (wafat 1964) selama hidupnya telah melahirkan 3 
(tiga) orang anak masing-masing bernama:
1 Ruhana binti Ba’dulu Pemohon Pemohon II.
2 Darwis bin Ba’dulu, Pemohon III.
3 Hasrat bin Ba’dulu Pemohon IV.
3.4. Satiana binti Tapai (wafat 3 September 2001), selama hidupnya telah 
menikah dengan lelaki Ba’be (wafat 2 Mei 2005) melahirkan 5 (lima) orang 
anak masing-masing bernama:
1 Musrah bin Ba’be, Pemohon V.
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2 Hudaerah binti Ba’be, Pemohon VI.
3 Harmawati binti Ba’be, Pemohon VII.
4 Hardinah binti Ba’be, Pemohon VIII.
5 Hasnia binti Ba’be (wafat tanggal 3 Juli 2013), selama hidupnya 
menikah dengan Syamsuddin, dan telah melahirkan 4 (empat) 
orang anak masing-masing bernama:
5.1 Hasruddin bin Syamsuddin, Pemohon IX.
5.2 Syamsul Bahri bin Syamsuddin, Pemohon X.
5.3 Hasriati binti Syamsuddin, Pemohon XI.
5.4 Awaluddin bin Syamsuddin, Pemohon XII. 
6 Hanis bin Ba’be (wafat tanggal 14 Desember 2010) selama 
hidupnya telah menikah dengan Hj. Ida dan telah melahirkan 4 
(empat) orang anak masing-masing bernama:
6.1 Hasdiana binti Hanis, Pemohon XIII.
6.2 Rahman, S.Pd bin Hanis, Pemohon XIV.
6.3 Jahran bin Hanis, Pemohon XV.
6.4 Hapipah binti Hanis, Pemohon XVI.
4. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai mempunyai tanah yang 
bersertifikat hak milik No. 20215 tahun 2000.
5. Bahwa dengan meninggalnya H. Abd. Jalil bin Tapai, saat ini pemohon 
membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk membalik 
nama sertifikat dimaksud.
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Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, 
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada 
saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi 
ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).
Menimbang, bahwa almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai sebagai pewaris ketika 
meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004 meninggalkan ahli waris yang 
masih hidup yaitu: Hj. Nadariah binti Abd. Azis. (keponakan), Ruhana binti Ba’dulu 
(keponakan), Darwis bin Ba’dulu (keponakan), Hasrat bin Ba’dulu (keponakan), 
Musrah bin Ba’be (keponakan),Hudaerah binti Ba’be (keponakan), Harmawati binti 
Ba’be (keponakan), Hardinah binti Ba’be (keponakan), Hasruddin bin Syamsuddin 
(Cucu), Syamsul Bahri bin Syamsuddin (Cucu), Hasriati binti Syamsuddin (Cucu), 
Awaluddin bin Syamsuddin (Cucu), Hasdiana binti Hanis (Cucu), Rahman, S.Pd 
bin Hanis (Cucu), Jahran bin Hanis (Cucu), Hapipah binti Hanis (Cucu).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim apabila para ahli waris (menurut 
golongannya) disesuaikan dengan ketetapan al-Qur’an sebagai berikut: 
1. Surah An-nisa ayat 12 yaitu:
 ﻦ�ﻣ ﻢُﺘْﻛ ََﺮ ﺗ ﺎ�ﻤِﻣ ُﻦُﻤ� ﺜﻟا ﻦُﻬ َ ﻠ َﻓ ٌﺪ َ َﻟ و ْﻢ ُ ﻜ َ ﻟ َنﺎَﻛ ِن ﺈَﻓ ....
 ٍﻦْ ﻳ َ د ْو َ أ ﺎَِﻬ ﺑ َنﻮُﺻﻮُ ﺗ ٍﺔ�ﻴِﺻَو ِﺪْﻌَ ﺑ
Terjemahnya: “….Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. 
2. Surah an-nisa ayat 11 yaitu:
 ِﻦْ ﻴَ ﻴ َ ﺜﻧ ُ ﻷا �َﻆﺣ ُﻞْﺜ ِﻣ ِ ﺮ َ ﻛ � ﺬﻠِ ﻟ ْﻢ ُ ﻛِد َ ﻻْو َ أ ﻲِﻓ ُﻪ ّ ﻠﻟا ُﻢ ُ ﻜﻴ ِﺻﻮُ ﻳ
Terjemahnya :“ Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bahagian dua orang anak perempuan….”.
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka 
menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan para Pemohon telah 
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 
49 ayat (1) huruf ‘b‘ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dan pasal 174 
Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang 
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.
Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan hukum syara’  yang berkaitan dengan perkara ini.
M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan  H. Abd. Jalil bin  Tapai yang meninggal dunia pada tanggal 5 
Desember 2004, di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan para Pemohon:
3.1. Hj. Nadaria binti Abd. Aziz. (Keponakan).
3.2. Ruhana binti Ba’dulu.    (Keponakan).
3.3 Darwis bin Ba’dulu. (Keponakan).
3.4.   Hasrat bin Ba’dulu (Keponakan).
3.5 Musrah bin Ba’be. (Keponakan).
3.6. Hudaerah binti Ba’be. (Keponakan).
3.7. Harmawati binti Ba’be. (Keponakan).
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3.8. Hardina binti Ba’be. (Keponakan).
3.9. Hasruddin bin Syamsuddin. (Cucu).
3.10. Syamsul Bahri bin Syamsuddin. (Cucu).
3.11. Hasriati binti Syamsuddin. (Cucu).
3.12. Awaluddin bin Syamsuddin. (Cucu).
3.13. Hasdiana binti Hanis. (Cucu).
3.14. Rahma, S.Pd binti Hanis. (Cucu).
3.15. Jahran bin Hanis. (Cucu).
3.16. Hapipah binti Hanis. (Cucu).
Adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah                    
Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu  rupiah).
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan 
tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua 
Majelis, Rajiman, S.HI. dan Achmad Sarkowi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim 
Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti 
dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.
               Hakim Anggota,  Ketua Majelis,
                Rajiman, S.HI.      Dra. Hj. Nailah B., M.H.
               Achmad Sarkowi, S.HI. Panitera Pengganti,
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                                                              Dra.Hj. Hasnawiyah
Perincian Biaya Perkara:
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  ATK Perkara : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 70.000,00
-  Redaksi : Rp 5.000,00
-  Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 161.000,00   
(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).
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1. Apakah bapak/ibu Hakim pernah penetapkan Ahli Waris sebelumnya.
2. Apakah ada perbedaan penetapan ahli waris sebelumnya dengan putusan
tersebut.
3. Bagaimana pertimbangan bapak/ibu hakim dalam memutuskan perkara
penetapan ahli waris
4. Bagaimana putusan bapak/ibu Hakim dalam menetapkan ahli waris
5. Apakah putusan tersebut sudah memberikan rasa adil kepada para
pemohon.
6. Bagamana ijtihad hakim dalam menetapkan ahli waris
7. Bagaimana peran Pengadilan dalam penetapan Ahli waris
…RIWAYAT HIDUP
MAWAR ADRI ANI, lahir di Sinjai, pada tanggal 25
September 1995. Merupakan anak ketiga dari empat
bersaudara. Buah hati dari bapak Muh. Amran dan ibu Marwati
. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tahun 2001
hingga 2007 di SD Negeri 39 Polewali, Kec. Polewali, Kab.
Polewali Mandar. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2007 hingga
2010 di SMP Negeri 3 Polewali, Kab. Polewali Mandar. Selama penulis duduk di
bangku SMP organisasi yang telah diikuti adalah : Palang Merah Remaja (PMR) dan
Olahraga Karate. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2010 ke
sekolah SMA Negeri 3 Polewali Kab. Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2013.
Saat Penulis duduk di bangku SMA organisasi yang telah diikuti adalah: Palang
Merah Remaja (PMR).
Setelah menamatkan pendidikan di SMA, penulis melanjutkan ke jenjang
perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum pada
tahun 2013. Beberapa organisasi yang sempat diikuti saat penulis duduk di bangku
kuliah, yaitu Dewan Mahasiswa (DEMA) dan lembaga peradilan dibawah naungan
Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan sebutan Ikatan Penggiat Peradilan Semu
(IPPS).
